TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 1237/Pid.B/2015/PN.Mks) by -, VINA NURFARHANI
i 
 
SKRIPSI 
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1237/Pid.B/2015/PN.Mks) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
OLEH: 
VINA NURFARHANI 
B111 13 393 
 
 
 
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017
i 
 
HALAMAN JUDUL 
 
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1237/Pid.B/2015/PN.Mks) 
 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
Oleh 
VINA NURFARHANI 
B 111 13 393 
 
 
 
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
 
ii 
 
iii 
 
ABSTRAK 
 
 
VINA NURFARHANI (B111 13 393) dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN 
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 
1237/Pid.B/2015/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar 
sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada 
terdakwa dalam putusan nomor 1237/Pid.B/2015/PN.Mks. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif  dengan 
menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan 
pendekatan konseptual. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu : (1) Penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam putusan Nomor 
1237/Pid.Sus /2015/PN.Mks oleh Penuntut Umum sudah tepat oleh karena 
alat buktinya tidak mencukupi. (2) Pertimbangan majelis hakim yang 
menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta 
menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa jika mengikuti ketentuan dalam 
KUHAP terkait kekuatan pembuktian keterangan saksi anak yang tidak 
disumpah cukup tepat.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 
yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, 
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 
bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-
cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan 
dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.1 
Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk 
menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban 
yang dibebankan oleh hukum.Demikian pula dalam rangka 
penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah 
bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, 
                                                             
1
Lihat Penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara 
optimal dan terarah.
2
 
Meskipun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) telah 
mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung 
jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk 
memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu 
pengaturan khusus sebagai instrumen hukum bagi pelaksanaan 
kewajiban dan tanggung jawab tersebut.Untuk itulah dibentuk Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi 
perlindungan anak. 
Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang 
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak.Rangkaian kegiatan tersebut harus 
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi 
anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, 
tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai 
                                                             
2
Ibid. 
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Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan 
bangsa dan negara.
3
 
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni 
sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan 
belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, 
menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan 
kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-
asas sebagai berikut:4 
a. nondiskriminasi; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;  
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan  
d. penghargaan terhadap pendapat anak. 
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan 
anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, 
lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau 
lembaga pendidikan. 
Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
belum dapat berjalan secara efektif karena dianggap masih memiliki 
beberapa kelemahan di dalam pengaturannya. Oleh karena itu 
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Ibid. 
4
Ibid. 
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dilakukan perubahan dengan membentuk Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut 
UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan anak). Dengan demikian, pembentukan 
undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan 
anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan 
pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Perjalanan panjang pembentukan undang-
undang perlindungan anak bahkan sampai mengalami perubahan 
menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak sangatlah penting 
karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan 
nasib bangsa Indonesia ke depannya. 
Meskipun dalam pembentukannya terlihat sangat dimaksimalkan 
namun dalam kenyataannya penerapan undang-undang perlindungan 
anak ini masih belum efektif.Ini terlihat dari masih banyaknya tindak 
pidana yang terjadi dengan anak sebagai korban, salah satunya adalah 
tindak pidana kekerasan terhadap anak.Salah satu penyebab masih 
banyaknyatindak pidana kekerasan terhadap anak adalah lemahnya 
penegakan hukum yang ada sehingga tidak memberikan efek jera bagi 
pelaku. Dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap anak yang 
diputus oleh hakim selaku ujung tombak terakhir dalam mencapai 
keadilan, terdapat satu kasus kekerasan terhadap anak di Kota 
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Makassar yang mana putusan hakim adalah menyatakan bahwa 
terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap 
anak, yaitu kasus pemukulan terhadap anak yang terjadi pada akhir 
tahun 2014.  
Kasus tersebut bermula ketika  korban yang bernama Ragiel Satryo 
Prakoso bersama teman-temannya bermain kembang api untuk 
merayakan pergantian tahun. Ridwan, yaitu terdakwa dalam kasus ini 
dan juga merupakan tetangga korban menegur korban dan teman-
temannya agar tidak bermain kembang api di dekat rumahnya. Namun, 
korban bersama teman-temannya tidak menghiraukan dan tetap 
bermain kembang api. Terdakwa kembali menegur tetapi korban tetap 
mengabaikan yang akhirnya membuat terdakwa emosi dan langsung 
memukul korban.Atas tindakan tersebut orang tua korban melaporkan 
kejadian tersebut ke polisi yang diproses sampai di pengadilan. Hasil 
akhir dari proses penanganan perkara tersebut adalah hakim 
memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pemukulan 
terhadap korban meskipun telah ada keterangan langsung dari korban 
sebagai saksidan visum et repertum yang menunjukkan ada bekas 
pukulan dan memar akibat benda tumpul. 
Vonis yang dijatuhkan hakim serta pertimbangan hakim terbilang 
unik karena salah satu pertimbangan hakim adalah tidak ada saksi yang 
melihat pelaku memukul korban, sedangkan ada hasil dari tindakan 
pemukulan tersebut, yaitu adanya bekas pukulan, memar dan gigi 
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korban yang goyang akibat pemukulan. Berdasarkan pemaparan kasus 
tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana 
Kekerasan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1237/Pid. 
B/2015/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis 
merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam kasus 
tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam putusan nomor 
1237/Pid.B/2015/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
bebas kepada terdakwa dalam putusan nomor 
1237/Pid.B/2015/PN.Mks? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam kasus 
tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam putusan nomor 
1237/Pid.B/2015/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan bebas kepada terdakwa dalam putusan nomor 
1237/Pid.B/2015/PN.Mks. 
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Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut: 
1. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana 
anak di Indonesia; 
2. Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak dalam 
menangani masalah peradilan anak; 
3. Sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai 
pertimbangan hakim serta penerapan sanksi pidana terhadap 
kasus kekerasan terhadap anak dan dapat dijadikan referensi 
untuk mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait 
dengan hal tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan 
melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Sedangkan tindak pidana dalam 
bahasa Belanda artinya Straafbaar feit yang merupakan istilah resmi 
dalam wetboek van straafrecht atau KUHP.Ada juga istilah dalam bahasa 
asing yaitu delict, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenai hukuman pidana.Pelaku ini dapat dikatakan merupakan 
“subjek” tindak pidana.5 
 Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 
istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau 
misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi 
dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para 
sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak 
pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis 
pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang 
oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya 
Djoko Prakosomenyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau 
tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari 
                                                             
5
 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cet 3, Bandung: Refika 
Aditama, hlm. 59. 
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masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah 
“perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang 
disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.6 
Tindak pidana menurut Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana 
sebagai berikut:7 
“Kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan 
sebagai perbuatan pidana yang tidak dihubungkan dengan 
kekuasaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada 
orang yang melakukan perbuatan pidananya”. 
 
Tindak pidana (Straafbaar feit) menurut Simons adalah “Kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, 
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang diancam oleh orang yang 
mampu bertanggung jawab”.8 Van Hammel merumuskan istilah tindak 
pidana dengan rumusan delik yaitu sebagai berikut: ”Kelakuan manusia 
yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut 
dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”9dan Vos memberikan 
perumusan mengenai tindak pidana antara lain yaitu suatu manusia yang 
oleh perundang-undangan diberi pidana. Jadi kelakuan manusia yang 
pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana (eenewettelijke 
                                                             
6
 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, Hak Asasi Tersangka dan Peranan 
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omschreveen menschlijke gedraging, onrechmatig, straafwaarding eenaan 
schuld te witjen).
10
 
Menurut Pompe merumuskan tindak pidana sebagai berikut:11 
“Suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum) 
terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana 
pemidanaan adalah wajar menyelenggarakan ketertiban umum dan 
menjamin kesejahteraan umum”. 
 
Adapun Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.Sedangkan menurut 
Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini 
berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada 
pembuat delik itu.Sir Rupert Cross mengatakan bahwa pidana berarti 
pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah 
dipidana karena suatu kejahatan.12 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat 
tertentu.Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur 
tindak pidana.Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan 
yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana 
(strafbaarfeit).Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana 
hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana 
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sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang 
pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).Misalnya 
unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah 
yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.13 
Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada 
umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu 
unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur 
”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan yang dimaksud 
dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari 
si pelaku itu harus dilakukan.14 
Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
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d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; 
e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  
Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:15 
a. Sifat melanggar hukum; 
b. Kualitas si pelaku; 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) 
ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur 
tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. 
Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : 
a. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons 
mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah 
”Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband 
staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”.  
Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, 
unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :16 
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1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak 
berbuat atau membiarkan); 
2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld); 
3) Melawan hukum (onrechtmatig); 
4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad); 
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsyatbaar persoon).  
b. Van Hamel, menyatakan Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre 
en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan 
schuld te wijten. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak 
pidana adalah:17 
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan; dan 
4) Patut dipidana. 
c. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat 
untuk adanya pidana, dengan demikian usnur-unsurnya yaitu : 
1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau 
membiarkan);  
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2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat 
subyektif); 
3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 
4) Diancam dengan pidana.  
Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat 
disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan 
criminal responsibility.Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana 
menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah 
sebagai berikut: 
a. H.B. Vos, menyebutkan Strafbaarfeit hanya berunsurkan : 
1) Kelakuan manusia dan  
2) Diancam pidana dengan undang-undang.  
b. W.P.J. Pompe, menyatakan: menurut hukum positif strafbaarfeit 
adalah tidak lain dari feit, yang diancam pidana dalam ketentuan 
undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat 
melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam 
pidana.  
c. Moeljatno, memberikan arti tentang strafbaarfeit, yaitu sebagai 
perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar 
larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada 
unsur-unsur : 
1) Perbuatan (manusia); 
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2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini 
merupakan syarat formil) dan 
3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas 
yang tersimpul dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat meteriil 
pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul 
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh 
atau tidak patut  dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan 
atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan 
masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.  
Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada 
pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.18 
Adapun menurut Leden Marpaung membagi unsur-unsur delik sebagai 
berikut :19 
a. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak 
ada kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the 
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea) kesalahan 
yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (opzet) dan kelapaan (schuld). 
b. Unsur Objektif  
Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas : 
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1) Perbuatan manusia, berupa : 
a) Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif; 
b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan;  
2) Akibat (result) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan 
sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances)  
Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain : 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Sementara itu, menurut Moeljatno (1986:63) bahwa :20 
Unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah: 
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
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3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
4. Unsur melawan hukum yang objektif; 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) 
kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga masing-masing 
menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.Selain yang dikenal dalam 
KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan hukum juga dikenal beberapa 
jenis tindak pidana lainnya.Adapun penjelasan mengenai tindak pidana 
tersebut akan diuraikan sebagai berikut:21 
a. Kejahatan dan Pelanggaran 
KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan 
pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai 
apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran.Semuanya diserahkan 
kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampak 
tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. 
Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtdelict atau 
tindak pidana hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau tindak 
pidana undang-undang.Tindak pidana hukum adalah pelanggaran hukum 
yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti 
pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan 
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tindak pidana undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh 
undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai Surat Izin 
Mengemudi (SIM) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan 
umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini 
tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan. 
b. Tindak Pidana Formal (Formil) dan Tindak Pidana Material 
(Materiil) 
Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dianggap selesai 
dengan dilakukannya perbuatan itu, dengan kata lain titik beratnya berada 
pada perbuatan itu sendiri.Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, 
sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang 
kebetulan).Contoh tindak pidana formal adalah Pasal 362 (Pencurian), 
Pasal 160 (Penghasutan), dan Pasal 209-210 (Penyuapan).Jika 
seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam 
tindak pidana pencurian sudah cukup.Juga jika penghasutan sudah 
dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti 
hasutan itu. 
Sebaliknya di dalam tindak pidana material titik beratnya pada 
akibat yang dilarang, tindak pidana itu dianggap selesai jika akibatnnya 
sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi 
masalah.Contohnya adalah Pasal 338 (Pembunuhan), yang terpenting 
adalah matinya seseorang.Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, 
menembak dan sebagainya. 
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Van Hamel kurang setuju dengan pembagian tindak pidana formal 
dan material ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu 
tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena 
adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju 
menyebutnya sebagai “tindak pidana yang dirumuskan secara formal” dan 
“tindak pidana yang dirumuskan secara material”. 
c. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa 
Tindak pidana Dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur 
kesengajaan, rumusan kesengajaan itu bisa dengan kata-kata yang tegas, 
…..dengan sengaja, tetapi bisa juga dengan kata-kata lain yang senada 
seperti,…..diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 
162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. 
Tindak pidana Culpa di dalam rumusannya memuat unsur 
kealpaan, dengan kata…..karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 
360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai 
istilah…..karena kesalahannya. 
d. Tindak Pidana Commissionis dan Tindak Pidana Ommissionis 
Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang 
dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit = 
melakukan; to omit = meniadakan). 
1) Tindak Pidana Commissionis barangkali tidak terlalu sulit 
dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, 
menembak, mengancam dan sebagainya; 
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2) Tindak Pidana Ommissionis dapat dijumpai pada Pasal 522 
(tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 
164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). 
Di samping itu, ada yang disebut tindak pidana commissionis per 
omissionem commisa.Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak 
memberikan air susukepada anaknya yang masih bayi dengan maksud 
agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan 
sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak 
terdapat di dalam hukum pidana.Juga seorang penjaga pintu lintasan 
kereta apiyang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 
164).  
e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa (Bukan Aduan) 
Tindak pidana aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana yang 
penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak 
yang berkepentingan atau terkena.Misalnya penghinaan, perzinahan, 
pemerasan.Jumlah tindak pidana aduan ini tidak banyak terdapat di dalam 
KUHP.Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis tindak 
pidananya dan ketentuan yang ada.Untuk perzinahan misalnya, yang 
berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.Adapun tindak 
pidana biasa dilakukan tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak yang 
berkepentingan atau pihak yang terkena. 
Terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana 
aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan 
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tindak pidana aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa 
antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga {Pasal 
367 ayat (2) dan (3)}. 
Beberapa waktu yang lalu ada usul agar tindak pidana perzinahan 
tidak lagi dimasukkan sebagai tindak pidana aduan, tetapi sebagai tindak 
pidana biasa.Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat 
berakibat lebih parah.Di dalam proses penangkapan orang awam dapat 
melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan 
tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. 
Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan 
sebagainya yang semula merupakan tindak pidana aduan di dalam UU 
Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai tindak pidana aduan. 
f. Jenis Tindak Pidana yang Lain 
Selanjutnya terdapat jenis-jenis tindak pidana yang lainmenurut dari 
mana ditinjau tindak pidana tersebut, antara lain:22 
1) Tindak pidana berturut-turut (voorgezet delict), yaitu tindak 
pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang 
satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah; 
2) Tindak pidana yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana 
merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan 
terlarang itu berlangsung memakan waktu; 
                                                             
22
Ibid. 
22 
 
3) Tindak pidana berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak pidana 
dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, 
penganiayaan berat {Pasal 351 ayat (3) dan (4)}. Hendaknya 
tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari tindak pidana yang 
artinya adalah nama tindak pidana itu; 
4) Tindak pidana dengan privilege (gepriviligeerd delict), yaitu 
tindak pidana dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi 
oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), 
ancaman pdananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa; 
5) Tindak pidana politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 
negara secara keseluruhan, seperti terhadap keselamatan 
kepala negara dan sebagainya (Bab I-Bab IV Buku II KUHP), 
dan juga tindak pidana subversi; 
6) Tindak pidana propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, 
pegawai negeri, ayah, majikan dan sebagainya yang disebutkan 
di dalam Pasal KUHP. 
B. Tindak Pidana Kekerasan 
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan 
Kekerasan menurut Zakariah Idris adalah “Perihal yang berciri atau 
bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 
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menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 
kerusakan fisik atau barang orang lain.”23 
Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan 
yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau 
penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur penting yang harus ada 
berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari 
pihak lain yang dilukai. 
Menurut Mansour Faqih:24 
“Kata “kekerasan” merupakan padanan dari kata “violence” dalam 
bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. 
Kata “violence” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi 
(assault) terhadap fisik maupun integrasimental psikologis 
seseorang.Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia 
umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka”. 
 
Pandangan Mansour Faqih itu menunjuk pengertian fisik maupun 
psikologis.Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik 
seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada 
fisik-fisik tertentu. 
Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak 
lebih lanjut pada aspek psikologis.Orang menjadi korban kekerasan fisik 
dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti 
stress dan kemudian bunuh diri.Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan 
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bahwa“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan”.25 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang 
dimaksud delik kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum 
yang membawa akibat-akibat cedera atau menyebabkan matinya orang 
lain. 
Tindak pidana kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa 
muncul di tengah-tengah masyarakat.Masalah tersebut berkembang dan 
membawa akibat tersendiri sepanjang masa.Mengenai kejahatan 
kekerasan ini Pasal 170 KUHP, menjelaskan bahwa:26 
1. Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.  
2. Yang bersalah diancam: 
a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan 
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang 
digunakan mengakibatkan luka-luka.; 
b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan luka berat; 
c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika 
kekerasan mengakibatkan maut. 
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. 
 
Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonskibahwa mengenai pola-pola 
kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua 
pola-pola kekerasan, yakni:27 
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a. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang 
didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas 
dalam peperangan; 
b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, yaitu suatu 
faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan 
atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh 
dukungan sosial dari masyarakat; 
c. Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi 
tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang 
rasional dalam kejahatan yang terorganisir; 
d. Kekerasan yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini disebut 
irrational violence yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, 
tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban 
tidak dikenal oleh pelaku. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Tubuh 
Bentuk atau jenis tindak pidana dengan kekerasan menurut ahli 
kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah kejahatan 
kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian 
dengan kekerasan. 
a) Penganiayaan 
Mengenai delik penganiayaan diatur dalam Bab XX buku kedua 
Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP yang membagi jenis-jenis 
delik penganiayaan, yaitu: 
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a) Penganiayaan Biasa 
Jenis penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut:28 
1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah: 
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun; 
3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun; 
4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan; 
5) Percobaan untuk melakukan pidana ini tidak dipidana. 
Pasal 351 KUHP dapat dikenakan kepada orang jika 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Menimbulkan perasaan tidak enak;  
2) Menimbulkan rasa sakit;  
3) Mengakibatkan luka;  
4) Sengaja merusak kesehatan orang lain. 
b) Penganiayaan Ringan 
Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut:29 
1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, 
maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat 
ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan 
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itu terhadap orang yang bekerja kepadanya, atau menjadi 
bawahannya; 
2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
Unsur-unsur dari Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut: 
1) Menjadikan orang lain sakit; 
2) Membuat orang lain terhalang untuk melakukan jabatan 
atau pekerjaan sehari-hari. 
c) Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu 
Hal ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang rumusannya 
sebagai berikut:30 
1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun; 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun; 
3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. 
Unsur-unsur dari Pasal 353 KUHP sebagai berikut: 
1) Perencanaan terlebih dahulu; 
2) Tujuan menjadikan orang lain sakit. 
d) Penganiayaan Berat 
Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi 
sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP 
sebagai berikut:31 
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1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana 
karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana 
penjara paling lama 8 tahun; 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang 
bersalah dipidana penjara paling lama 10 tahun. 
e) Penganiayaan Berat Berencana 
Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 
KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:32 
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana 
terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 tahun; 
2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang 
bersalah dipidana penjara paling lama 15 tahun. 
Unsur-unsur penganiayaan berat berencana: 
1) Adanya perencanaan terlebih dahulu; 
2) Dengan sengaja; 
3) Untuk melukai berat tubuh orang lain. 
f) Penganiayaan terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu 
atau dengan Cara Tertentu yang Memberatkan 
Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan 
sebagaimana dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah 
sebagai berikut:33 
“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 
354 dan Pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiga: 
1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, 
bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;  
2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat 
ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; 
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3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan 
yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk 
dimakan atau diminum. 
b) Pembunuhan 
Dalam KUHP pembunuhan terdiri atas beberapa macam yakni 
sebagai berikut: 
1) Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP; 
2) Pembunuhan disertai dengan tindak pidana lain diatur dalam 
Pasal 339 KUHP; 
3) Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. 
c) Pencurian dengan Kekerasan 
Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut:34 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan 
tahun. Pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, 
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; 
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 
tahun: 
a. Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau 
trem yang sedang berjalan; 
b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan 
merusak atau memanjat atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan 
palsu; 
d. Jika perbuatan menagakibatkan luka-luka berat; 
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e. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
3) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.  
1 dan 3. 
 
3. Ketentuan Pidana Kekerasan Terhadap Anak 
 Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Di 
samping itu, terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang 
terdapat di peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan 
tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU 
No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: 
(1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 
Adapun dalam Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menentukan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak. 
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C. Perlindungan Anak 
1. Pengertian Anak 
Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia 
menurut hukum pidana, hukum perdata , hukum adat, dan hukum islam. 
Secara internasional pengertian anak tertuang dalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation 
Convention on The Right ofThe Child tahun 1989, aturan standar minimum 
PBB mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak dan Deklarasi Hak Asasi 
Manusia tahun 1948. Secara nasional definisi anak menurut perundang-
undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum 
mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.35 
Menurut Nicholas McBala, dalam buku Juvenile Justice Sistem, 
mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan 
kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa 
dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk 
membahayakan orang lain.36 
Menurut Zakariya Ahmad Al Barry yang dikutip oleh Maidin Gultom, 
dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul 
tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa 
pada putri.Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum 
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anak putra berumur 12 tahun dan putri berumur 9 tahun. Apabila anak 
mengatakan bahwa ia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia 
sendiri yang mengalami. Apabila sudah melewati usia tersebut di atas 
tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukan bahwa ia telah 
dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun.37 
Pengertian anak sendiri juga diatur dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, diantaranya yaitu: 
a. Anak berdasarkan KUHP 
Seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang 
mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan 
menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum 
pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi 
anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan 
tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas 
kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil 
contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di 
bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima 
belas) tahun. 
b. Anak berdasarkan UU HAM 
Pengertian anak berdasarkan UU HAM, terdapat dalam Bab I 
Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan “anak adalah setiap 
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manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal 
tersebut adalah demi kepentingannya”. 
c. Anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 UU Pelindungan Anak menyebutkan, ”anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan”.Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang 
yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam 
kandungan ibunya. 
d. Anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Undang-Undang Kesejahteraaan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) 
menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.Jadi seseorang 
dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah melakukan pernenikahan. 
e. Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
34 
 
Adapun pengertian anak dalam UU ini yaitu anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 
f. Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa: 
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana”. 
Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa: 
“Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. 
Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa: 
“anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 
Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 
pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. 
2. Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana 
Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa 
memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di 
masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab 
itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, 
maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi 
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dan disejahterakan.Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada 
anak perlu dicegah dan diatasi.Pendidikan termasuk hal yang sangat 
penting yang harus diperhatikan di dalam membina anak-anak.Dengan 
bersekolah anak memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi masa depannya 
dan sangat baik untuk perkembangannya. 
Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan 
untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup 
aman, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas 
pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan 
sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak 
dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan.Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh 
orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. 
Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang 
Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada 
dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Pemerintah 
menetapkan pula UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa 
anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin 
perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. 
Pengertian perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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menyebutkan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Adapun pengertian anak sebagai korban tindak pidana diatur 
dalam Pasal 1 Angka 4 yang menentukan bahwa: 
“Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 
Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. 
UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen khusus masalah 
anak-anak, yang didalamnya mengandung prinsip -prinsip dalam upaya 
melindungi hak-hak anak sebagaimana mestinya sehingga anak dapat 
tumbuh dan berkembang secara wajar, dalam masalah hak anak tidak 
hanya orang tua saja yang mempunyai kewajiban dalam menjamin, 
melindungi dan memenuhinya akan tetapi masyarakat, pemerintah dan 
Negara juga ikut serta. 
Salah satu upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam 
bentuk produk hukum adalah dengan disahkannya undang-undang 
perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh dan 
berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 
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martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak 
dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 
perlakuan: 
a. Diskriminasi; 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. Penelantaran; 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. Ketidakadilan; dan 
f. Perlakuan salah yang lain. 
Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) sifat, yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang 
bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis adalah 
perlindungan yang menyangkut semua aturan hukum yang mengatur 
kehidupan anak langsung bagi seorang anak, dalam arti semua aturan 
hukum yang mengatur kehidupan anak. Perlindungan yang bersifat yuridis 
meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum 
keperdataan, sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi 
bidang sosial, kesehatan, pendidikan. 
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D. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pidana 
 Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki 
definisi masing-masing mengenai pembuktian.Banyak ahli hukum yang 
mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata 
membuktikan.Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo38disebut 
dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim 
yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian 
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi 
membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti39menyatakan 
bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil 
atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 
persengketaan.Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, 
membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan 
hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang 
dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil 
kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.Proses pembuktian 
atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan 
kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap 
kebenaran peristiwa tersebut.40Pembuktian mengandung arti bahwa benar 
suatu peristiwa pidana telah terjadi danterdakwalah yang bersalah 
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melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya. 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.Pembuktian 
juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan 
undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 
yang didakwakan.41 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikanpenjelasan 
mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuatperan 
pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh 
menjatuhkanpidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya duaalat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidanabenar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang 
tertuang dalamPasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : 
1. keterangan saksi;42 
                                                             
41 M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali:Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 
halaman 273 
42
Berdasarkan tata urutan alat-alat bukti dalam KUHAP tersebut, maka akan didengar atau 
menjadi saksi utama (kroon getugie) ialah saksi korban. Saksi korban ialah orang yang dirugikan 
akibat terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, adalah wajar jika ia didengar 
sebagai saksi yang pertama-tama dan ia merupakan saksi utama atau “kroon getugie”. Akan tetapi, 
dalam praktek tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu, 
misalnya jika pada sidang yang telah ditetapkan saksi korban tidak hadir, sesuai dengan asas 
pemeriksaan cepat. Saksi ini diharapkan dalam proses acara pidana ialah saksi yang ia mendengar, 
ia mengalami, atau ia melihat dengan mata kepala sendiri, dan bukan saksi, yang ia mendengar 
atau memperoleh keterangan dari orang lain. Saksi terakhir ini disebut sebagai testimonium 
d’auditu. 22 Ruang lingkup pengertian saksi tidak hanya terbatas pada orang yang mendengar, 
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2. keterangan ahli;43 
3. surat;44 
4. petunjuk; dan45 
5. keterangan terdakwa.46 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
mengalami dan melihat terjadinya peristiwa pidana, akan tetapi tersangka juga dapat dijadikan 
saksi. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010 
tanggal 24 September 2010, bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama 
tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana 
yang akan dijatuhkan. 
43Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus 
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatuperkara pidana guna kepentingan 
pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).Sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli 
ialah apa yangseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli itu dapat jugasudah 
diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umumyang dituangkan dalam 
bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktumenerima jabatan atau pekerjaan.Jika hal 
itu tidak diberikan pada waktupemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada 
pemeriksaan di siding diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita 
acarapemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpahatau janji di 
hadapan hakim (penjelasan Pasal 186 KUHAP). 
44
Aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c 
KUHAP.Kemudian secara substansial tentang bukti “surat” ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP 
yang berbunyi: “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah 
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah 
45Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau 
keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antarasatudengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakanbahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
46
Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau 
berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa 
penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. 
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E. Tinjauan Umum tentang Putusan 
1. Jenis-Jenis Putusan 
 Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan 
bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka,yang dapat berupa pemidanaan atau 
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa 
putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk 
tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.  
Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari 
seluruh rangkaian hukum acara. Bertitik tolak dari kemungkinan hasil 
penilaian majelis hakim, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan 
mengenai suatu perkara dapat bermacam-macam. Apabila berdasarkan 
hasil musyawarah majelis hakim sebagaimana diatur dalam pasal 182 
ayat (6) KUHAP, pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, 
jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 
pidana, maka terdakwa diputus lepas, sedangkan apabila perbuatan yang 
didakwakan kepadanya terbukti, maka terdakwa akan dijatuhi pidana. 
Berikut ini akan diuraikan mengenai masing- masing bentuk putusan 
tersebut. 
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a. Putusan Bebas/Vrijspraak 
Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas 
atau vrijspraak.Menurut Wirjono Projodikoro, vrijspraak diterjemahkan 
dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan 
dengan pembebasan murni.47Putusan bebas ini merupakan salah satu 
dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa 
dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.Putusan bebas, 
berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari 
tuntutan hukum.inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa 
dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. 
Tegasnya terdakwa „tidak dipidana‟. 
Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan 
mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak 
atau setidak-tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan 
putusan bebas (vijspraak) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat 
segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan 
tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut 
penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan. 
Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat (1) 
KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
                                                             
47
 Djoko Prakoso, 1985, Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hlm. 270. 
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pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas”.48 
Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa- 
peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian 
dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. 
Jadi menurut ketentuan pasal 191 ayat (1) ini, putusan bebas dijatuhkan 
kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak 
terbukti” secara sah dan meyakinkan.49 
Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 
sehingga terdakwa diputus bebas.Itu berarti bahwa perbuatan itu benar 
ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat- alat bukti perkara tidak 
memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami 
ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan 
penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat- alat 
bukti yang sempurna.50 
Pengadilan menyimpulkan tidak terdapat bukti- bukti yang sah dan 
meyakinkan, bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang 
                                                             
48
Lihat Pasal 191 ayat (1) KUHAP. 
49
 Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 
Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 347. 
50
 Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Bogor: 
Ghalia Indonesia, hlm. 223. 
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didakwakan itu, seperti apa yang tercantum pada pasal 183 KUHAP, 
sebagai berikut:
51
 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali 
apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim 
yang bersangkutan, menilai:52 
1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang 
secara negatif; 
2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. 
Maksud dari poin pertama adalah bahwa berdasarkan pembuktian 
yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan 
terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti 
tersebut tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan menurut poin kedua, 
kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa hanya didukung oleh satu 
alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan pasal 183 KUHAP 
sebagaimana telah disebutkan di atas, agar cukup membuktikan 
kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah.  
 
                                                             
51
Lihat Pasal 183 KUHAP. 
52
 Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 224. 
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b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/Onslag Van 
Rechtvervolging 
Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van 
rechtsvervolging ini diatur pada pasal 191 ayat (2), yang menentukan 
bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.53 
Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan 
jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun 
perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. 
Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van 
rechtavervolging) atau biasa disingkat saja onslag. Jadi apabila menurut 
pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang 
didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang 
terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka 
terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan 
hukum.54 
Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana 
yang disebutkan dalam pasal 191 Ayat (2) ini yakni:55 
                                                             
53
Lihat Pasal 191 ayat (2) KUHAP. 
54
 Djoko Prakoso, Op. Cit., hlm. 272. 
55
 Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 352. 
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1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti 
secara sah dan meyakinkan; 
2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. 
Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang 
menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana 
menurut beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau 
adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44, 
kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya 
oleh karena penyakit jiwa, Pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur, pasal 48 kalau terdakwa melakukan 
perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (overmacht), pasal 49 kalau 
terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh 
orang lain dan harus membela diri (noodweer), Pasal 50 kalau terdakwa 
melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang- 
undangan, atau menurut Pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan 
untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang 
pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang- orang yang melakukan 
perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan- alasan 
pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah 
disebutkan di atas.Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa in 
persona terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum. Dalam arti 
lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum 
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sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam kasus seperti itu, yang tidak 
terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur 
salah schuld di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja. 
Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik 
dinilai dari segi pembuktian menurut undang- undang maupun dari segi 
batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.Akan tetapi 
seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan 
tindak pidana.Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah 
terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup 
hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada 
terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa 
quasi tindak pidana, seolah- olah penyidik dan penuntut umum melihatnya 
sebagai perbuatan pidana. 
Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah- olah sama 
dengan putusan bebas, karena sama- sama tidak menimpakan hukuman 
pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi 
dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan 
untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata. 
Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang 
tidak sebenarnya (onzuivere rechtsspraak). Pembebasan ini memiliki dua 
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arti, dalam arti luas dan arti sempit.Dalam arti luas, yang di dalamnya juga 
termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari 
tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya yaitu sebagai berikut: 
1) Bila perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak 
pidana, seperti perbuatan yang tidak mengandung segala unsur 
yang dikehendaki undang-undang dan perbuatan tersebut 
kehilangan sifat melawan hukumnya; 
2) Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang 
didakwakan merupakan tindak pidana seperti: 
a. Hal tersebut merupakan kekuasaan relative tidak dapat 
diatasi; 
b. Keadaan badaniah yang tidak memungkinkan tanggung 
jawab atas perbuatan yang dilakukan. 
Adapun pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim berpendapat 
bahwa unsur- unsur dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, 
karena salah satu unsurdiartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan 
kehendak undang- undang. Jadi, hakim tersebut menggunakan kriteria 
subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria 
objektif, yang harus dituruti. Mengenai status terdakwa yang dijatuhi 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, jika pada saat putusan 
dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka harus dibarengi dengan 
perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata 
cara yang diatur pada Pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192. 
c. Putusan Pemidanaan/Veroordeling 
Bentuk putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 
KUHAP.Pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal 
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tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP ini menentukan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan 
kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.56 
Berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut di atas bahwa jika 
kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di 
dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka 
dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/ pidana terhadap diri 
terdakwa. 
Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan 
terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.Jika pengadilan 
berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan 
yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana 
terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut 
pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum 
pembuktian yang ditentukan pada Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa 
telah cukup terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah 
yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak 
pidananya. 
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Lihat Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
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Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa 
sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik 
tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan 
ancaman pidana tersebut. Putusan pemidanaan ini meliputi macam- 
macam hukuman seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, sebagai 
berikut:57 
1) Pidana Pokok 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 
c. Pidana kurungan; dan 
d. Pidana denda 
2) Pidana Tambahan 
a. Pencabutan hak-hak tertentu; 
b. Perampasan barang tertentu; dan 
c. Pengumuman keputusan hakim. 
2. Dasar Pertimbangan Hakim 
Hakim adalah aparat penegak hukum yang ditugaskan oleh Negara 
dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutuskan dan 
menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana atau mengakhiri perkara di 
dalam persidangan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
                                                             
57
Lihat Pasal 10 KUHP. 
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) adalah undang-
undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, asas 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, 
pengangkatan dan pemberhentian hakim, pengawasan hakim dan lain-
lain. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara dan sebuah 
Mahkamah Konsttitusi serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan 
dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang. 
Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, seperti 
yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (8) KUHAP. Oleh karena itu, fungsi 
seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan 
kepada Pengadilan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka tugas 
seorang hakim adalah: 
a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya; 
b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya; 
c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 
52 
 
Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini 
berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang 
konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan.Melalui hakim, 
kehidupan manusia yangbermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-
nilai kemanusiaan.Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang 
hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta 
nilai-nilai kemanusiaan.58 
Pada dasarnya hukum acara pidana bertujuan untuk mencari, 
menentukan, dan menggali kebenaran materiil (materieele waarheid) atau 
kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Dengan demikian, berkorelatif 
aspek tersebut secara teoretis dan praktik peradilan guna mewujudkan 
materieele waarheid maka suatu alat bukti yang sesuai dengan ketentuan 
Pasal 183 KUHAP mempunyai peranan penting dan menentukan titik 
permasalahan perkara sehingga haruslah dipergunakan dan diberi 
penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran hakiki sekaligus tanpa 
mengabaikan hak asasi terdakwa.
59
 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila 
dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya dan diatur dalam Pasal 183 
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KUHAP. Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah seperti yang 
tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yaitu: 
a. Keterangan Saksi; 
b. Keterangan Ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; dan 
e. Keterangan Terdakwa 
Maka dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah tetap 
berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan 
memakai pertimbangan berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-
undang, memakai pertimangan berdasarkan data-data autentik serta para 
saksi yang dapat dipercaya sebagai alat bukti yang sesuai dengan Pasal 
183 dan Pasal 184 KUHAP. 
Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak 
memihak kepada pihak korban ataupun sebaliknya (impartial 
judge).Sebagai hakim dalam menjalankan profesi, mengandung makna 
bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlaku.an sesuai 
dengan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hak 
tersebut merupakan suatu kewajiban bagi hakim untuk mewujudkan 
persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara. 
Pasal 1 Butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan hakim atau yang 
sering kita dengar dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim 
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yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
Hakim bertanggungjawab penuh atas setiap putusan yang 
diberikannya di dalam persidangan baik itu putusan dalam menjatuhkan 
sanksi pidana ataupun putusan untuk menghentikannya suatu 
peradilan.Dalam persidangan hakim tidak boleh atau diharamkan untuk 
memihak pada sebelah pihak, keputusan yang dikeluarkan oleh hakim 
adalah keputusan yang dirasa cukup adil untuk pihak yang berperkara. 
Putusan pengadilan dinyatakan gagal menurut hukum jika putusan 
yang dijatuhkan oleh hakim menyimpang dari peraturan yang ada di 
undang-undang dikarenakan semua putusan yang dikeluarkan oleh hakim 
harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.Tugas hakim 
secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: 
a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 
orang {Pasal 4 ayat (1)}; 
b. Membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan {Pasal 4 Ayat (2)}; 
c. Hakim wajib mengadili, mengikutin, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat 
{Pasal 5 Ayat (1)}; 
d. Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa {Pasal 
8 Ayat (2)}; 
e.  Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
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ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya {Pasal 10 ayat (1)}; 
f. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah 
hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan 
apabila diminta {Pasal 22 ayat (1)}. 
 
Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-
faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah 
dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-
faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku 
sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan 
antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui 
perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan 
sebagainya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe 
penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, istilah penelitian 
hukum (legal research) atau dalam bahasa Belanda rechtsonderzoek 
selalu normatif, sehingga penggunaan istilah penelitian hukum sudah 
menunjukkan bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.60 Adapun 
penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah 
aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma berupa 
perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah 
tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai 
aturan hukum) atau prinsip hukum.61 
B. Metode Pendekatan 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach).Pendekatan undang-undang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan 
masalah yang sedang diteliti serta pendekatan konseptual dilakukan 
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dengan menelaah pandangan-pandangan ahli yang dapat menunjang 
penelitian ini. 
C. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan 
hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan 
penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Bahan Hukum Primer 
 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 
artinya mempunyai otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri atas 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.62 Adapun 
bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dan putusan nomor 1237/Pid.B/2015/PN.Mks. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi 
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tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
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3. Bahan Non-Hukum 
 
Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat non-hukum 
yang dapat menunjang dalam mengidentifikasi dan menganalisis fakta 
serta isu hukum secara akurat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hasil 
wawancara dapat dimasukkan sebagai bahan non-hukum.64 
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum 
Adapun proses pengumpulan bahan hukum meliputi: 
1. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer 
Pada proses ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan(statute approach), yang harus dilakukan adalah mencari 
peraturanperundang-undangan baik yang berupa legislation 
maupunregulation bahkan juga delegated legislation dan 
delegatedregulationserta pendekatan konseptual, yang dilakukan dengan 
mencari pandangan-pandangan ahli terkait dengan perlindungan terhadap 
anak. 
2. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder 
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Pada proses ini, yang harus dilakukan adalah penelusuran 
terhadappublikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen 
resmidan berhubungan dengan perlindungan anak. 
 
3. Proses Pengumpulan Bahan Non-Hukum 
 
Pada proses ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan segala sesuatu 
yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti 
diluar dari bahan hukum. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisasi, 
bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memperoleh 
gambaran yang sistematis dankomperehensif dari seluruh bahan hukum 
yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum 
yang baru. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan 
terhadap Anak dalam Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2015/PN.Mks 
Penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa atau dalam hal ini Penuntut umum 
(jika sudah berada di dalam persidangan) dalam surat dakwaan yang dibuatnya 
pada dasarnya harus sesuai dengan perbuatan yang diakukan oleh terdakwa agar 
penerapan Pasal yang telah ditentukan oleh Penuntut Umum dapat menjerat pelaku 
tindak pidana sehingga tidak dapat lolos dari tuntutan. Apabila Penuntut Umum 
salah dalam menerapkan Pasal yang termuat dalam surat dakwaannya, maka hal ini 
mengakibatkan pelaku tindak pidana dapat lepas dari tuntutan karena tidak terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, meskipun secara 
nyata pelaku tersebut telah berbuat tindak pidana, namun tidak memenuhi unsur-
unsur pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum. Terkait dengan kasus ini, apakah 
Penuntut Umum telah menerapkan Bentuk Dakwaan dan Pasal yang tepat dalam 
surat dakwaannya, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan posisi kasus dalam 
Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2015/PN.Mks tentang Tindak Pidana Kekerasan 
Terhadap Anak. 
1. Posisi Kasus 
Awal kejadian terjadi pada malam tahun baru, tepatnya pada tanggal 31 
Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Veteran Utara Makassar atau setidak-
tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
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terdakwa bernama Ridwan telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman 
kekerasan atau penganiayaan terhadap anak bernama Ragiel Satryo Prakoso 
(korban), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu 
berawal pada saat korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun (sesuai Kutipan 
Akta Kelahiran Nomor 7173.AL.2009.033440) sedang bermain kembang api 
bersama teman-temannya yang kebetulan pada saat itu adalah malam tahun baru di 
jalan raya di depan rumah Terdakwa.  
Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan menegur 
korban bersama teman-temannya agar tidak membakar atau menyalakan kembang 
api lagi, namun korban bersama teman-temannya tidak menghiraukannya dan tetap 
membakar atau menyalakan kembang api sehingga Terdakwa menjadi emosi dan 
langsung meninju pipi korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa 
kembali meninju bahu korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yang 
mengakibatkan korban mengalami luka memar pada pipinya serta giginya goyang, 
padahal Terdakwa mengetahui bahwa korban masih anak-anak, namun karena 
Terdakwa emosi dan tidak dapat mengendalikan diri sehingga Terdakwa melakukan 
penganiayaan (meninju) korban. 
Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Makassar 
tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Harun, hasil 
pemeriksaan yang diperoleh terhadap Korban adalah pada gigi geraham kiri atas 
goyang sejak tanggal 31 Desember 2014 pada pukul 23.00 Wita akibat benturan, 
tidak terdapat pendarahan, dan tidak ada luka lain. Kelainan-kelainan tersebut terjadi 
oleh kekuatan tumpul. 
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2. Dakwaan Penuntut Umum 
Pada kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak ini, Penuntut Umum 
mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 80 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan rumusan Pasal yaitu: 
Pasal 80 
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) 
bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta 
Rupiah). 
Adapun isi dari Pasal 76C yang dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) diatas yaitu: 
Pasal 76C 
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. 
Berdasarkan isi dari kedua Pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan 
mengenai larangan terhadap perbuatan kekerasan terhadap anak terdapat dalam 
Pasal 76C, sedangkan Pasal 80 Ayat (1) mengatur tentang ketentuan pidana jika 
melanggar Pasal 76C, sehingga unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan terhadap 
anak yang akan dibuktikan oleh Penuntut Umum terdapat dalam Pasal 76C. Adapun 
unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Setiap Orang; 
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b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. 
Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa 
alat bukti sebagai penunjang untuk menemukan fakta-fakta hukum dalam 
persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk dan keterangan terdakwa yang akan diurakan sebagai berikut: 
a. Keterangan Saksi 
1) Ragiel Satryo Prakoso 
Di depan persidangan keterangannya diberikan tidak di bawah sumpah yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 
 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena melakukan 
pemukulan terhadap Saksi; 
 Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di Jalan Veteran pas 
malam Tahun Baru 2015, jam kejadiannya Saksi sudah lupa; 
 Pada saat kejadian Saksi bertiga dengan Gina dan Reza sedang bermain 
kembang api di jalanan sekitar pukul 23.00 wita; 
 Kejadiannya berawal ketika Saksi bermain kembang api dengan cara 
Saksi bakar kemudian dilempar ke atas dan meledak di atas, pas saksi 
sedang bermain kembang api, Terdakwa lalu datang marah-marah dan 
kami disuruh pindah dengan mengatakan “ di sanasanako, jangan main di 
sini “, tetapi Saksi tetap di situ tidak mau pergi, kemudian Saksi langsung 
dipukul oleh Terdakwa dan mengenai bagian pipi dan bahu Saksi; 
 Saksi disuruh pergi oleh Terdakwa, Saksi tidak mau pergi karena tempat 
Saksi main di Jalan; 
 Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi 
diseret/ditarik sambil Terdakwa mengatakan “panggil Bapakmu, Bapakmu 
lagi Saya tidak takut”; 
 Saksi merasakan sakit ketika dipukul oleh Terdakwa sampai gigi Saksi 
jatuh dan berdarah, tetapi sekarang gigi tersebut telah tumbuh kembali; 
 Sebelum Saksi dipukul oleh Terdakwa gigi Saksi belum goyang, nanti 
habis dipukul oleh Terdakwa baru gigi Saksi goyang; 
 Setelah Terdakwa dipukul oleh Terdakwa, Saksi masuk ke Lorong di 
rumah Saksi dan memberitahu Bapak Saksi bahwa “ Saksi dipukul orang 
cina”, kemudian Bapak Saksi keluar, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa 
lama setelah Saksi melapor ke Bapak Saksi, lalu Bapak Saksi keluar; 
 Setelah kejadian Saksi ke dokter di Rumah Sakit Stella Maris setelah 
beberapa hari kemudian dengan ditemani oleh Bapak Saksi dan yang 
diperiksa di rumah Saksi adalah gigi Saksi, namun Saksi tidak dirawat 
inap, hanya diberi obet oleh dokter; 
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 Saksi dipukul oleh Terdakwa dengan cara ditinju dan setelah dipukul oleh 
Terdakwa, Saksi tidak ke Sekolah selama satu minggu karena gigi Saksi 
masih Sakit akibat pemukulan tersebut; 
 Saksi dipukul sebanyak dua kali dan kena pada pipi satu kali dan kena 
dada satu kali; 
 Pada waktu Bapak Saksi keluar untuk melihat Terdakwa, Saksi tidak ikut 
keluar dan setelah Bapak Saksi melihat Terdakwa lalu dia balik; 
 Saksi tidak mengetahui berapa meter Saksi diseret/ditarik oleh Terdakwa, 
yang Saksi tahu, Saksi ditarik ada tiga rumah dilewati dan cara Terdakwa 
menyeret Saksi yaitu tangan Saksi ditarik keras-keras sampai Saksi 
hampei jatuh; 
 Pada saat kejadian meskipun kami bermain bertiga hanya Saksi yang 
dipukul karena hanya Saksi yang tidak mau pindah pada saat Tedrdakwa 
menyuruh pindah dan pada malam kejadian Saksi tidak melihat ada 
penjual mercun; 
 Pada malam kejadian Saksi main bertiga dan yang memegang kembang 
api saksi sendiri; 
 Saksi ditegur oleh Terdakwa hanya satu kali dan tidak ada orang lain yang 
melihat ketika Terdakwa menegur Saksi, hanya teman Saksi yang melihat; 
 Saksi tidak melihat ada mobil yang diparkir di tempat kejadian pada 
malam itu; 
 Jarak Saksi dengan teman Saksi pada saat kejadian kurang lebih 1 (satu) 
meter; 
 Saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang apa pada waktu Saksi main 
kembang api, Terdakwa hanya langsung keluar marah-marah ketika Saksi 
bersama teman sedang main kembang api; 
 Saksi pada saat itu hanya satu kali dimarahi oleh Terdakwa dan ketika 
dimarahi oleh Terdakwa, Saksi tidak langsung pergi; 
 Saksi berontak ketika Terdakwa memegang tangan saksi dan 
menarik/menyeret; 
 Saksi lebih dahulu dipukul oleh Terdakwa kemudian ditarik dan tangan 
Saksi dilepas oleh Terdakwa ketika sudah mau sampai di ujung lorong; 
 Pada waktu Bapak Saksi sudah keluar, Saksi melihat Terdakwa sudah 
dimassa, Terdakwa dimassa karena teriak-teriak, Terdakwa teriak-teriak 
pada waktu itu sudah sekitar pukul 23.00 wita; 
 Reaksi Bapak Saksi pada malam itu marah-marah “ katanya sudah 
setimpalmi sebab dia juga sudah dipukul”, akan tetapi Saksi tidak 
mengetahui siapa yang memukul Terdakwa; 
 Saksi mengenal dengan Saksi Eko, namun pada malam kejadian Saksi 
tidak melihat Saksi Eko; 
 Saksi sempat keluar ketika Bapak Saksi keluar setelah itu Saksi lalu balik 
lagi ke rumah; 
 Saksi di bawa ke Rumah Sakit setelah seminggu kejadian dan pada saat 
itu Saksi mengeluh Sakit dan langsung istirahat; 
 Setelah Saksi di visum Saksi tidak lagi berobat, tetapi waktu itu Saksi 
sempat dikasi obat oleh orang yang visum Saksi; 
 Ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa teman Saksi yang dua orang masih 
ada di tempat kejadian, meskipun ketika di tegur oleh Terdakwa sempat 
pergi, tetapi masih disekitar tempat kejadian; 
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Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan 
saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah: 
 
 Tidak benar saksi hanya bertiga main waktu itu; 
 Tidak benar Terdakwa pukul atau menyeret saksi; 
 Tidak betul saksi main kembang api, yang betul saksi main mercon; 
 Tidak betul kejadiannya jam 23.00 Wita, yang betul adalah jam 20.00 
Wita; 
 Tidak betul tidak ada orang lain disitu, padahal malam itu Terdakwa ada 
tamu; 
 Tidak betul ada mobil diparkir di tempat tersebut malam itu; 
 
2) Herman Hafid Nassa 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 
 Saksi tahu kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 31 Desember 2014, 
sekitar pukul 23.00 Wita; 
 Pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah terima tamu yang jarak 
antara rumah Saksi menerima tamu dengan tempat kejadian kurang lebih 
40 (empat puluh) meter, jadi Saksi tidak melihat anak Saksi dipukul, Saksi 
mengetahui anak Saksi dipukul atas pemberitahuan anak Saksi; 
 Kronologis kejadiannya adalah pada waktu itu saksi lagi ada tamu, tiba-
tiba anak Saksi datang menangis sambil mengatakan “ bapakbapak 
dipukulka‟ orang cina “, Saksi Tanya “ dimanako dipukul “, kata anak Saksi 
di depan, kemudian Saksi langsung keluar, sampai di sana/di depan Saksi 
lihat Terdakwa sudah dipukuli massa, kemudian Saksi beritahu Eko “ 
bawa pulang itu, nanti mati, kemudian Terdakwa mengatakan “ tunggu 
pembalasanku “; 
 Saksi Tanya anak Saksi apanya yang dipukul dan anak Saksi 
menyampaikan “ yang dipukul pipi sebelah kiri sampai gigi saya goyang 
dan pada malam itu Saksi membawa badik dan berniat untuk menghabisi 
Terdakwa, tetapi karena kondisinya sudah begitu, maka tidak jadi; 
 Pada waktu itu anak Saksi menangis terus dan Saksi lihat pipinya memar 
kebiruan kalau disentuh sakit; 
 Melihat kondisi anak Saksi tersebut Saksi melakukan tindakan memberi 
obat amoxilin; 
 Saksi sempat ke Rumah Sakit Stella Maris pada tanggal 7 Januari 2015 
untuk menemani anak Saksi dan pada waktu itu juga di visum. Sesudah 
anak Saksi di Visum kemudian giginya copot; 
 Gigi anak Saksi copot karena akibat pemukulan tersebut dan anak saksi 
tidak mengeluh gara-gara sakit gigi; 
 Anak Saksi dirawat di Rumah Sakit, tetapi tidak sempat di opname dan 
hanya diberi resep oleh dokter; 
 Terdakwa dikeroyok karena massa tahu anak Saksi di seret dan malam itu 
ada 2 (dua) orang yang dipukul Terdakwa; 
 Pada waktu kejadian anak Saksi bermain di Jalan Raya di depan rumah 
Terdakwa; 
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 Anak Saksi pada malam itu bermain kembang api dan bukan mercun 
karena Saksi yang membelikan kembang api; 
 Setahu Saksi, anak Saksi bermain 3 (tiga) orang, yaitu: (Ragiel, Gina dan 
Resa); 
 Anak Saksi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa dia dipukul 
dengan mengatakan “ Bapak di pukulka orang Cina ini gigiku jatuhmi” 
sambil dia tekan pipinya, kemudian Saksi keluar, namun pada waktu itu 
gigi anak Saksi belum jatuh, tetapi sudah goyang; 
 Pada malam itu yang datang ke rumah Saksi adalah Gina dan Saksi 
sempat Tanya “ betul orang Cina yang pukul Ragiel, kata Gina “ betul” dan 
Gina menyebutkan anak Saksi dipukul di depan; 
 Setahu Saksi anak Saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali pada bahu kiri dan 
2 (dua) kali di pipi kiri; 
 Pada saat anak Saksi di visum anak saksi menyampaikan giginya goyang 
karena dipukul; 
 Saksi mendampingi anak Saksi melapor ke Polisi, Saksi membenarkan 
Laporan polisi Nomor 44 tanggal 7 Januari 2015 jam 17.00 wita yang 
diperlihatkan di persidangan; 
 Saksi tidak bisa menghitung berapa kali diperiksa oleh polisi, tetapi lebih 
dari satu kali; 
 Saksi menyaksikan anak Saksi mengalami kesakitan, namun Saksi tidak 
membawa anak Saksi ke dokter gigi; 
 Saksi yang menyuruh Eko membawa pulang Terdakwa, ketika Eko 
pegang leher baju Terdakwa dan kondisinya sudah babak belur, makanya 
Saksi suruh Eko Bawa pulang; 
 Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwan, karena 
kondisinya sudah babak belur dikeroyok massa dan waktu itu Terdakwa 
sempat mengatakan „ tunggu pembalasanku”. 
 
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan 
saksi sebagian benar dan sebagian tidak benar, yang tidak benar adalah: 
 Tidak benar Terdakwa dikeroyok massa; 
 Tidak benar saksi tidak memukul terdakwa; 
 Tidak benar terdakwa mengatakan tunggu pembalasanku; 
 Tidak benar anak saksi main kembang api, yang benar adalah main 
mercun; 
Terhadap pendapat Terdakwa atas keterangan saksi, saksi mengatakan tetap 
pada keterangan. 
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3) Gina Faiza 
Di depan persidangan keterangannya diberikan tidak di bawah sumpah yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Saksi pernah bermain kembang api bersama Ragiel pas malam tahun 
baru 2014-2015 di pinggir Jalan Veteran dan mulai bermain pada pukul 
23.00 wita sampai pergantian tahun; 
 Saksi bersama Ragiel bermain kembang api dengan cara kembang apinya 
dipegang lalu dibakar, namun tidak dilempar hanya dipegang saja; 
 Saksi main bersama bertiga yaitu Saksi, Ragiel dan Resa dan pada 
malam itu ada orang yang datang dan menegur; 
 Tempat Saksi bermain bersama Ragiel dan Resa tidak terlalu terang, jadi 
kalau ada orang yang datang kelihatan, tetapi tidak terlalu jelas 
sedangkan kalau di lorong gelap; 
 Orang yang datang di tempat Saksi bersama Ragiel dan Resa bermain 
berbaju warna hitam, namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang 
datang tersebut dan sekarang Saksi tahu orang yang datang adalah 
Terdakwa karena diberitahu oleh Bapaknya Ragiel; 
 Pada malam itu Terdakwa mengusir kami dengan mengatakan “ jangan ko 
main di situ, tetapi kami mengatakan “ ini jalan Raya “ dan kami tetap main 
di situ dan kami hanya ditegur satu kali; 
 Sewaktu kami ditegur oleh Terdakwa, kami hanya bergeser kurang lebih 1 
(satu) meter; 
 Saksi melihat Terdakwa pada malam itu melakukan pemukulan terhadap 
Ragiel sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan 
kena pada pipi Ragiel satu kali dan satu kali kena bahu karena main 
kembang api; 
 Setelah Ragiel dipukul, Saksi tetap di sekitar tempat itu, sedangkan Ragiel 
di seret oleh Terdakwa/orang Cina, tidak lama setelah itu datang 
Bapaknya Ragiel dan Saksi melihat pada malam itu orang Cina tersebut 
dimassa; 
 Ketika Terdakwa dimassa Bapaknya Ragiel tidak ada di situ, nanti setelah 
Terdakwa dimassa baru Bapaknya Ragiel datang dan massa tersebut dari 
lorong; 
 Saksi yang menemani Ragiel masuk ke rumahnya, kemudian Saksi 
kembali keluar dan di situlah Saksi melihat Terdakwa dimassa, sedangkan 
Ragiel bersama Bapaknya keluar setelah Terdakwa selesai dimassa; 
 Pada waktu Ragiel datang bersama Bapaknya pemukulan sudah selesai 
dan pada malam itu Bapaknya Ragiel mengatakan “ kasi pulang mi Eko”; 
 Setelah selesai pemukulan terhadap Terdakwa, Ragiel kembali masuk ke 
rumahnya dan ketika Ragiel di rumahnya Saksi melihat Ragiel makan 
sambil cerita-cerita dengan Bapaknya soal pemukulan dan waktu itu 
Ragiel mengeluh katanya “ sakit gigi “, padahalsebelumnya tidak pernah 
mengeluh sakit gigi dan setahu Saksi Ragil sempat dibawa ke Rumah 
Sakit Stella Maris, namun Saksi tidak mengetahui apakah Ragiel 
nginap/opname di Rumah Sakit; 
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 Keesokan harinya setelah kejadian, Saksi bermain-main lagi bersama 
Ragiel, namun tidak ke sekolah karena hari libur sekolah; 
 Saksi tidak melihat ada mobil diparkir pada malam kejadian dan ketika 
Terdakwa mengatakan “ jangan main di sini “, Terdakwa tidak ada 
temannya dan Terdakwa hanya sendiri; 
 Terdakwa menegur sekali dan langsung memukul Ragiel dan pada waktu 
itu Saksi mengatakan “ jangan ki om lawan anak-anak “;  
 Pada malam itu Saksi bermain hanya bertiga dan Saksi ditegur oleh 
Terdakwa ketika Terdakwa keluar dari rumahnya dan setelah menegur, 
Terdakwa langsung memukul Ragiel; 
 Orang memukul Ragiel pada malam kejadian adalah orang yang memakai 
baju hitam dan pakai kaca mata; 
 Pada saat Saksi menemani Ragiel masuk ke rumahnya, Saksi mendengar 
ketika Ragiel menyampaikan Bapaknya dengan mengatakan “ Bapak 
dipukulka orang Cina “ dan jarak Saksi dengan Ragiel pada waktu 
melapor ke Bapaknya kurang lebih 1 (satu) meter; 
 Orang Cina yang memukul Ragiel adalah orang Cina yang Saksi lihat 
dimassa saat itu; 
 Pada malam itu Ragiel mengeluh sakit gigi dibagian atas, namun Saksi 
tidak memperhatikan apakah pipi Ragiel biru-biru; 
 Kejadian pemukulan terhadap Ragiel terjadi sekitar pukul 23.00 wita dan 
pada pukul 20.00 wita Saksi masih di rumah dan Saksi keluar rumah 
sekitar pukul 20.00 wita; 
 Setahu Saksi hanya Ragiel yang dipukul oleh Terdakwa pada malam 
kejadian; 
 Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan pada Nomor 8 “ bahwa 
Saudara Ridwan melakukan penganiayaan terhadap Ragiel Satryo 
Prakoso dengan cara meninju pipi Saudara Ragiel Satryo Prakoso yang 
sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu meninju bahu sebelah kiri saya 
sebanyak 2 (dua) kali “ tidak benar atau ada kesalahan ketik; 
 Pada saat saksi memberikan keterangan di depan Penyidik, Saksi tidak 
merasa diancam atau ditekan dan setelah pemeriksaan Saksi disuruh 
baca, kemudian Saksi tanda tangani; 
 Ketika Saksi keluar dari lorong, Terdakwa sudah dimassa dan yang 
memukul Terdakwa adalah orang-orang yang keluar dari lorong, tetapi 
Saksi tidak mengetahui siapa-siapa orangnya; 
 Saksi mengenal dengan Saksi Herman yaitu Bapaknya Saksi Ragiel, 
namun Saksi tidak melihat Herman melakukan pemukulan terhadap 
Terdakwa, yang dilakukan oleh Saksi Herman hanya menyuruh Eko 
membawa pulang Terdakwa; 
 Saksi tidak mendengar kata-kata yang mengatakan “ seret dia masuk ke 
lorong, nanti dihabisi di dalam; 
 
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan 
saksi ada yang benar da nada yang tidak benar, yang benar adalah: 
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 Tidak benar kejadian pemukulan pada pukul 23.00 Wita yang benar pukul 
20.00 Wita; 
 Tidak benar Terdakwa hanya satu kali menegur saksi, yang benar adalah 
2 (dua) kali Terdakwa menegur saksi; 
 Tidak benar saksi hanya main bertiga, yang betul adalah saksi bermain 
lebih dari 3 (tiga) orang kira-kira 10 (sepuluh) orang; 
 Tidak betul saksi menyeret korban; 
 Tidak betul Terdakwa keluar rumah lalu menegur korban, karena malam 
itu Terdakwa sudah di luar sedang cerita-cerita dengan tamu Terdakwa. 
 
4) Muhammad Fahreza Alif 
Di depan persidangan keterangannya diberikan tanpa di bawah sumpah yang 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Kejadiannya pas malam Tahun Baru, Saksi dengan Ragiel dan Gina ada 
diJalan Veteran di depan rumah Terdakwa main-main kembang api, 
namun tidak tahu berapa kembang api yang dibakar pada malam itu dan 
yang bakar kembang api adalah Ragiel; 
 Pada saat itu tidak ada orang lain di situ selain Saksi bertiga yaitu Saksi, 
Ragiel dan Gina; 
 Saksi bersama Ragiel dan Gina main kembang api di dekat lorang dan 
cara main kembang api yaitu dibakar ujungnya, kemudian di arahkan ke 
atas, lalu meledak di atas; 
 Tempat Saksi main kembang api bersama Ragiel dan Gina gelap, 
meskipun ada lampu jalan, kalau dari jarak 5 (lima) meter orang kelihatan, 
tetapi tidak terlalu jelas; 
 Saksi sempat meninggalkan tempat itu dan malam itu ada yang menegur 
Saksi yaitu Terdakwa dan yang ditegur adalah Ragiel; 
 Pada waktu menegur Ragiel Terdakwa menyuruh Saksi, Ragiel dan Gina 
pidah dengan mengatakan “ pindah dari sini “, tetapi kami tetap tidak 
pindah dan tetap di situ main dan pada saat itu Terdakwa marah-marah, 
namun Saksi lupa apa yang dikatakan ketika marah-marah; 
 Jarak Saksi dengan Ragiel pada waktu ditegur oleh Terdakwa kurang 
lebih 1 (satu) meter; 
 Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika menyuruh Saksi pindah, 
tetapi Saksi tidak mau pindah adalah memukul Ragiel dengan cara 
meninju sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang 
mengenai bahu Ragiel; 
 Pada waktu Terdakwa memukul Ragiel, Terdakwa berhadapan dengan 
Ragiel dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter; 
 Setelah Ragiel dipukul, Saksi pulang ke rumah atau masuk ke lorong yang 
lorongnya berbeda dengan lorong rumahnya Ragiel; 
 Setelah Ragiel masuk lorong tidak keluar lagi dan Saksi melihat ada 
orang-orang yang ribut-ribut; 
 Saksi melihat setelah Ragiel dipukul dia menangis dan penyebab Ragiel 
dipukul oleh Terdakwa karena tidak mau pindah ketika disuruh pindah; 
 Terdakwa dulu marah-marah, kemudian Terdakwa memukul Ragiel; 
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 Setahu Saksi tidak banyak orang di rumah Terdakwa pada malam itu dan 
Saksi tidak melihat ada mobil diparkir, demikian pula tidak melihat 
Terdakwa ada tamu pada waktu itu; 
 Terdakwa hanya sendirian ketika menegur Saksi pada malam itu dan jarak 
Terdakwa waktu menegur dekat; 
 Terdakwa hanya menegur satu kali saja, kemudian langsung melakukan 
pemukulan terhadap Ragiel dan ketika itu Terdakwa berjalan kearah 
korban lalu memukul, sedangkan posisi Saksi waktu itu berada di samping 
korban;  
 Saksi tidak tahu setelah korban dipukul apakah tetap di situ atau 
Terdakwa teriak-teriak, tetapi menurut Gina malam itu Terdakwa diseret 
sampai ke lorong; 
 Saksi bertemu korban keesokan harinyakarena Saksi datang ke rumah 
korban untuk mengajak ke warnet, tetapi tidak jadi, namun Saksi tidak 
tahu penyebabnya Ragiel tidak jadi ke warnet; 
 Pada tanggal 2 Januari 2015 itu bukan hari libur, tetapi Saksi tidak pergi 
ke sekolah; 
 Saksi melihat Terdakwa memukul korban yang pada saat itu memakai 
baju kaos warna hitam bergambar; 
 Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan 
berupa baju kaos warna hitam bergambar; 
 Saksi tidak diajari pemeriksaan penyidikan, tidak disumpah, Saksi 
menjempol; 
 Saksi masih bisa mengenal wajah Terdakwa meskipun di tempat kejadian 
gelap; 
 Pada saat Terdakwa memukul korban saksi pulang dengan cara berlari 
dan pada waktu pulang tidak ketemu orang-orang yang sampaikan Ragiel 
dipukul oleh orang Cina; 
 
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 
keterangan saksi ada yang benar da nada yang tidak benar, yang tidak benar 
adalah: 
 Tidak benar ada pemukulan; 
 Tidak benar saksi main kembang api; 
 Tidak benar saksi langsung pulang melainkan saksi sama-sama korban 
masuk ke lorong; 
Terhadap pendapat Terdakwa atas keterangan saksi, saksi menyatakan tetap 
pada keterangan. 
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5) Suardi 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Kejadiannya pada malam Tahun Baru 2014-2015 Saksi mengetahui 
setelah kejadian, Saksi lupa jam berapa kejadiannya, tetapi pada malam 
hari; 
 Jarak antara tempat kejadian dengan rumah Terdakwa ada 4 (empat) 
meter; 
 Pada saat kejadian Saksi sedang menjual terompet di depan rumah 
Terdakwa, sejak pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 23.30 wita dan 
selama menjual Saksi tidak pernah meninggalkan tempat jualan; 
 Saksi tidak melihat kejadian pada malam itu dan juga tidak melihat anak-
anak bermain di depan rumah Terdakwa; 
 Saksi mendengar bunyi kembang api atau mercun pada malam kejadian, 
namun Saksi tidak perhatikan; 
 Saksi menjual sendiri dan Saksi tidak perhatikan apakah Terdakwa pernah 
keluar pada malam itu; 
 Saksi mengetahui yang tegur Terdakwa pada malam itu adalah Ragiel, 
Saksi tahu karena Saksi mendengar Terdakwa menegur Ragiel; 
 Saksi mengetahui bahwa suara yang menegur Ragiel adalah suara 
Terdakwa karena Terdakwa ada di belakang Saksi; 
 Saksi mendengar Ragiel ditegur oleh Terdakwa ketika Saksi sedang 
melayani pembeli dan Saksi tidak menoleh karena banyak pembeli dan 
pada waktu Terdakwa menegur Ragiel sekitar pukul 22.00 wita; 
 Saksi mengetahui rumah Ragiel masuk lorong yaitu Jalan Veteran Utara 
Lorong 293 Makassar, namun tidak tahu persis jauhnya masuk; 
 Jika dari rumah Terdakwa ke lorong 293 di lewati tempat jualan Saksi, 
tepatnya di depan bengkel Variasi; 
 Di belakang tempat Saksi jualan orang bisa lewat/jalan dan malam itu 
Saksi tidak sempat melihat Ragiel lewat; 
 Ketika Terdakwa mendengar ada teguran, Saksi tidak mendengar ada 
anak-anak menangis dan juga tidak mendengar bunyi pukulan; 
 Jarak antara lorong 293 dengan tempat Saksi menjual sekitar 15(lima 
belas) meter, sedangkan jarak rumah Terdakwa dengan tempat Saksi 
menjual juga sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter; 
 Pada malam itu Terdakwa tidak datang di tempat Saksi berjualan, Saksi 
juga tidak melihat lewat atau melintas di depan tempat Saksi berjualan 
ada orang yang menyeret anak; 
 Saksi tidak melihat Terdakwa ada tamu pada malam itu yang Saksi lihat 
ada mobil di depan rumah Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak perhatikan 
kemana orang yang di mobil tersebut; 
 Mobil lebih dahulu ada di depan rumah Terdakwa baru Terdakwa menegur 
Ragiel; 
 Saksi tidak melihat ada anak-anak lari, Saksi juga tidak melihat ada orang 
yang lewat di belakang Saksi, Saksi tidak melihat ada orang yang keluar 
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dari lorong serta Saksi tidak melihat ada orang ke rumah Terdakwa malam 
itu; 
 Saksi mendengar di depan lorong ada orang-orang ribut, tetapi Saksi tidak 
perhatikan karena Saksi sedang melayani pembeli; 
 Saksi tidak melihat Terdakwa di depan lorong dan juga tidak melihat 
Terdakwa lewat di depan lorong; 
 Saksi mendengar ada teguran yang ditujukan kepada anak-anak yang 
sedang bermain, namun Saksi tidak memperhatikan siapa-siapa anak-
anak yang main; 
 Setahu Saksi setelah ada teguran baru ada ribut-ribut di depan lorang 
sekitar pukul 22.00 wita; 
 Saksi mendengar Terdakwa menegur anak-anak yang sedang bermain 
adalah Terdakwa mengatakan “ di sana-sanaki main, saya ada tamu “ dan 
Terdakwa menegur anak-anak itu sebab anak-anak itu sedang main 
bunyikan mercun di dekat rumah Terdakwa, Saksi tahu karena mercunnya 
meledak; 
 Saksi mengetahui di ujung lorong ada keributan, ketika banyak polisi yang 
datang, akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa ada dikerumunan itu; 
 Saksi tidak melihat ada orang yang membawa Terdakwa pulang dari ujung 
lorong ke rumah Terdakwa, demikian pula Saksi tidak melihat ada polisi 
yang masuk di rumah Terdakwa; 
 Setelah Terdakwa menegur Ragiel, beberapa jam kemudian Saksi melihat 
kerumunan orang dan Saksi mendengar anak dari Herman yaitu Ragiel 
telah dipukul oleh orang Cina, Saksi dengar dari orang yang naik motor 
dan yang dimaksud dengan orang Cina adalah Terdakwa; 
 Saksi melihat ada mobil pick up yang diparkir di depan rumah Terdakwa, 
akan tetapi Saksi tidak memperhatikan berapa mobil tersebut diparkir di 
depan rumah Terdakwa; 
 Pada pukul 23.30 wita mobil pick up yang diparkir di depan rumah 
Terdakwa sudah tidak ada; 
 Pada saat Terdakwa menegur anak-anak dengan mengatakan “ di sana-
sanako” posisi anak-anak tersebut dipinggir; 
 Saksi tidak memperhatikan apakah anak-anak itu tetap di situ ketika di 
tegur oleh Terdakwa; 
 
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 
keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang benar adalah 
“tidak benar saksi menegur anak itu pada pukul 22.00 Wita, yang benar adalah pukul 
20.00 Wita. 
6) Irwan Cahyadi 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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 Saksi pernah datang di rumah Terdakwa di Jalan Veteran pada malam 
Tahun Baru 2014-2015, Saksi pada waktu itu dari Pangkep dengan 
menggunakan mobil Pick Up warna silverdan Saksi tiba di rumah 
Terdakwa sekitar pukul 20.00 wita; 
 Saksi tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa, yang masuk adalah isteri 
Saksi dan naik ke atas, sedangkan Saksi tetap di mobil cerita-cerita 
dengan Terdakwa; 
 Situasi di tempat tersebut ada beberapa anak-anak kurang lebih 8 
(delapan) orang main petasan dan mercun di halaman rumah Terdakwa, 
kemudian ada yang melempar ke arah samping mobil Saksi; 
 Reaksi Terdakwa pada saat itu menyuruh agar anak itu pindah dari situ 
dengan memakai Bahasa Daerah, kemudian anak itu pergi, kira-kira 10 
(sepuluh) menit kemudian anak itu datang lagi melempar petasan dan 
kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi pergi yaitu sekitar pukul 
20.20 wita; 
 Saksi melihat, anak-anak yang main tersebut melempar petasan sebanyak 
2 (dua) kali dan pelemparan petasan tersebut membuat Saksi kaget dan 
menganggap itu tidak sopan; 
 Saksi melihat pada waktu itu ada satu orang penjual terompet di depan 
mobil Saksi, Saksi bisa melihat karena di tempat tersebut terang karena 
ada lampu jalan; 
 Terdakwa menegur anak-anak yang main mercun dengan cara biasa-
biasa saja dan ketika menegur anak-anak tersebut, Terdakwa tetap di 
tempatnya; 
 Terdakwa menegur anak-anak tersebut sebanyak dua kali dan setahu 
Saksi tidak ada pemukulan atau tamparan pada waktu itu dan ketika Saksi 
pulang anak-anak tersebut masih main; 
 Pada saat Terdakwa menegur anak-anak tersebut, isteri Saksi masih di 
atas rumah; 
 Terdakwa belum berada diluar rumah ketika Saksi tiba, Isteri Saksi yang 
menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa keluar, setelah itu isteri Saksi 
naik ke atas, sedangkan Saksi tetap di mobil ngobrol dengan Terdakwa; 
 Pada waktu Terdakwa menegur anak-anak yang sedang main, sebagian 
anak-anak itu pulang dan sebagian masih main di situ; 
 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, 
keterangan saksi benar. 
7) Cahyadi 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Ragiel Satryo Prakoso, 
Gina Faisal dan Muh. Fahreza Alif pada tanggal 04 Maret 2015 sekitar 
pukul 0.9.00 wita; 
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 Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Ragiel Satryo Prakoso, Gina 
Faisal dan Muh. Fahreza Alif, Saksi menanyakan identitas mereka, umur 
mereka 13 (tiga belas) tahun; 
 Saksi melakukan penyumpahan terhadap Ragiel Satryo Prakoso, Gina 
Faisal dan Muh. Fahreza Alif dan tindakan Saksi melakukan 
penyumpahan terhadap mereka, Saksi akui sebagai keliru; 
 Saksi diperlihatkan di persidangan Berita Acara Sumpah masingmasing: 
Ragiel Satryo Prakoso, Gina Faisal dan Muh. Fahreza Alif dan Saksi 
membenarkan; 
 Saksi pernah memeriksa Irwan Cahyadi dan Saksi membuatkan Berita 
Acara Sumpah dan Irwan Cahyadi menanda tangani Berita Acara Sumpah 
setelah dibaca; 
 Saksi menjelaskan bahwa Saksi membuat Berita Acara seperti itu sesuai 
apa yang disampaikan oleh si Terperiksa dan itu Saksi bacakan, ketika 
Saksi diminta keterangannya pada saat Penasihat Hukum Terdakwa 
membacakan keterangan Saksi Gina Faiza pada point 8 yang 
menerangkan “ bahwa Sdr. Ridwan melakukan penganiayaan terhadap 
Ragiel Satryo Prakoso dengan cara meninju pipi sdr. Ragiel Satryo 
Prakoso yang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu meninju bahu 
sebelah kiri saya sebanyak 2 (dua) kali “; 
 Saksi tidak menjawab ketika diminta keterangan terhadap keterangan 
Saksi Gina Faiza pada point 3 yang dibacakan oleh Penasihat Hukum 
Terdakwa yang menerangkan “ bahwa yang melakukan penganiayaan 
tersebut adalah sdr. Ridwan “ kemudian Penasihat Hukum menanyakan 
kepada Saksi siapa yang ajari Gina sementara Gina belum mengenal 
Terdakwa waktu itu; 
 Terkait dengan Berita Acara Sumpah terhadap Ragiel Satryo Prakoso, 
Gina Faisal dan Muh. Fahreza Alif tidak dilafalkan, mereka hanya disuruh 
baca; 
 Saksi memeriksa Ahli dr. Mauluddin M, Sp.F untuk menguatkan Visum et 
Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Stella Maris Makassar dan ahli 
tersebut diajukan atas inisiatif Saksi sendiri; 
 
Terhadap keteranga saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya 
menyatakan tidak keberatan. 
b. Keterangan Ahli 
1) dr. Achmad Harun 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Saksi bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Stella Maris Makassar 
sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang; 
 Saksi masih ingat pernah ada pasien yang datang pada tanggal 07 
Januari 2015 sekitar pukul 16.00 wita dengan keluhan pada waktu itu gigi 
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geraham bagian kiri atas goyang,  pasien tersebut bernama Ragiel Satryo 
Prakoso; 
 Pada saat pasien Ragiel Satryo Prakoso datang yang bersangkutan 
ditemani oleh orang dewasa; 
 Pasien mengeluh giginya goyang, namun tidak ada pendarahan dan pada 
waktu itu Saksi Tanya Ragiel “ kenapa giginya goyang” lalu Ragiel 
mengatakan giginya goyang karena ada yang pukul kejadiannya pas 
malam Tahun Baru; 
 Saksi tidak melakukan terapi terhadap pasien tersebut karena tidak ada 
permintaan untuk dilakukan terapi, demikian pula Saksi tidak melakukan 
pencabutan; 
 Saksi diperlihatkan Visum Et Repertum tanggal 07 Januari 2015 jam 
16.15, Saksi mengatakan “ Saksi yang membuat visum tersebut”; 
 Gigi geraham ada 4 (empat) pasang dan gigi gerahan Ragiel yang goyang 
adalah gigi geraham atas sebelah kiri bagian depan; 
 Gigi bisa goyang karena disebabkan faktor lain bukan pukulan, misalnya 
karena infeksi; 
 Dalam Visum et Repertum Saksi jelaskan gigi goyang karena akibat 
benturan, tidak ada pendarahan berdasarkan hasil analisis Saksi pencetus 
gigi goyang akibat benturan, sehingga ada keterkaitan gigi goyang dengan 
trauma, dalam visum saksi juga menuliskan “ gigi kiri atas goyang sejak 
tanggal 31 Desember 2014” saksi tulis ada yang berdasarkan keahlian 
dan ada juga yang berdasarkan keterangan korban; 
 Fakta yang Saksi dapat gigi goyang kemudian penentuan kapan/ tanggal 
gigi goyang itu adalah keterangan pasien dan tidak bisa dideteksi kapan 
mulai gigi goyang; 
 Saksi sempat memegang gigi korban dan reaksinya ketika Saksi pegang 
adalah korban meringis kesakitan; 
 Kesimpulan Saksi sebagaimana dalam Visum et Repertum, Saksi buat 
setelah melakukan pemeriksaan; 
 Saksi tidak melakukan pemeriksaan luka lain korban, apalagi kejadiannya 
sudah seminggu, namun seandainya sehari setelah kejadian lalu Saksi 
periksa hasil pemeriksaan bisa lain; 
 Surat pengantar dengan Visum et Repertum tidak ada korelasinya dengan 
apa yang tertuang dalam Visum et Repertum; 
 Saksi tidak melihat ada luka yang terdapat pada pipi korban, apalagi 
kejadiannya sudah ada satu minggu; 
 Gigi geraham yang terdiri atas 4 (empat) bisa saja hanya satu yang 
goyang dan penyebabnya banyak faktor; 
 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa kira-kira sebulan setelah Saksi 
keluarkan Visum, pada waktu itu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk 
menarik kembali Visum et Repertum tersebut; 
 Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menarik Visum et Repertum 
tersebut adalah karena prosedur cara membuat Visum et Repertum tidak 
sesuai, tetapi pada waktu itu Saksi tetap tidak mau menarik Visum 
tersebut, sebab Saksi merasa apa yang dituangkan dalam Visum tersebut 
sudah sesuai fakta; 
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Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, 
keberatan atas keterangan saksi. 
2) dr. Mauluddin M, Sp. F 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban, Ahli hanya 
pernah membaca Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Achmad Harun; 
 Ahli dapat menilai terkait format Visum et Repertum apakah sudah 
memenuhi standar kemudian apakah dr. Acmad Harun yang membuat 
Visum Et Repertum itu tidak melampaui kompetensinya sebagai dokter 
umum; 
 Pihak yang diperbolehkan meminta Visum et Repertum adalah Penyidik 
untuk kepentingan penyidikan; 
 Persoalan dokter umum boleh melalukan pemeriksaan walaupun interval 
waktunya sudah seminggu itu ada faktor subyektif, yaitu keterangan dari 
korban dia dipukul kemudian faktor obyektifnya gigi goyang; 
 Dalam situasi seperti itu tidak dipisahkan faktor subyektif dengan faktor 
obyektif; 
 Pada umumnya pergantian gigi anak antara umur 12 (duabelas) tahun 
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, untuk gigi molar (geraham) 
masuk kategori yang baru berkembang dan umumnya dalam keadaan 
baik dan cukup kuat untuk fungsi mengunyah, sehingga bila didapatkan 
fakta gigi goyang pada korban itu dapat disingkirkan adanya kemungkinan 
akibat risiko kekerasan tumpul; 
 Luka memar biasa sembuh setelah 3 (tiga) hari apalagi kalau sudah 
seminggu; 
 Menurut Ahli Amoxilin bisa mengurangi rasa sakit dan bisa mempercepat 
proses penyembuhan; 
 Pada usia anak 15 (lima belas) tahun tidak bisa dipastikan gigi goyang 
karena faktor obyektif; 
 Jika tidak memar, tidak bisa dipastikan gigi goyang karena benda tumpul, 
tetapi ada hubungan antara faktor obyektif dengan faktor subyektif, 
sehingga dr. Achmad Harun bisa menghubungkan dalam Visum; 
 Dalam hal Visum et Repertum tidak menjelaskan mengenai faktor obyektif 
dan faktor subyektif, hal tersebut tidak menyimpang; 
 Kesimpulan yang diberikan seorang dokter sebaiknya ditulis dalam Visum 
“ ini keterangan pasien” jika keterangan itu dari pasien; 
 Saksi tidak bisa mengintervensi apakah dibenarkan keterangan pasien 
yang dijadikan kesimpulan dalam Visum, karena ahli tidak ikut memeriksa, 
kemudian kalau tidak ada hubungan antara faktor obyektif dengan 
subyektif tidak ada kesesuaian; 
 Dalam kesimpulan Visum et Repertum boleh dilakukan kombinasi antara 
faktor subyektif dengan faktor obyektif; 
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 Ahli berpendapat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Achmad 
Harun sudah sesuai dengan; 
 Dalam Visum et Repertum wajib dituliskan penyebab atau yang 
berhubungan dengan luka tersebut; 
 Visum et Repertum yang dibuat dr. Achmad Harun benar memuat 
kesimpulan, yaitu yang dilingkari; 
 Dalam Visum et Repertum ditulis gigi geraham korban goyang, tetapi tidak 
ada luka atau pendarahan, faktor obyektif dan subyektif tidak mendukung, 
tetapi dalam Visum et Repertum tetap ditulis benturan, itu ada trauma 
pemicu, berarti dr. Achmad Harun melihat ada tanda-tanda trauma; 
 Pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Achmad Harun hanya menggunakan 
senter tanpa menggunakan alat, pemeriksaan yang demikian 
menunjukkan bahwa dokter sudah yakin gigi goyang karena trauma; 
 Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Achmad Harun sudah sesuai 
dengan kompetensi dokter yang membuat dan luka termasuk kompetensi 
dokter umum; 
 Luka yang dapat dikategorikan sebagai luka menurut Ilmu Forensik adalah 
luka yang dapat menyebabkan radang, luka tertutup dan memar; 
 
c. Alat Bukti Surat 
Alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara yaitu berupa Visum et 
Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Makassar tanggal 07 Januari 2015 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Harun dokter pada Rumah Sakit Stella 
Maris Makassar yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ragiel Satrio pada 
tanggal 07 Januari 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
Gigi geraham atas goyang sejak tanggal 31-12-2014 pukul 23.00 Wita akibat 
benturan, tidak terdapat pendarahan, tidak ada luka lain. Kelainan-kelainan itu terjadi 
karena kekuatan tumpul. 
d. Petunjuk 
Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAPdinyatakan petunjuk 
adalah perbuatan, kejadian atau keadaanyang karena persesuaiaannya baik 
diantara yang satu denganyang lain maupun dengan tindak pidana itu 
sendirimenandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapapelakunya, petunjuk 
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tersebut hanya dapat diperoleh dariketerangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat 
bukti surat dimana dari fakta yangterungkap dipersidangan justru mempertegas 
bahwa terdakwatelah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan 
olehketerangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan ahli dan keterangan 
terdakwa. 
e. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa Ridwan 
Di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: 
 Terdakwa masih ingat kejadiannya, yaitu pada hari Rabu tanggal 31 
Desember 2014 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Veteran Utara 
tepatnya di depan rumah Terdakwa; 
 Kejadiannya berawal Terdakwa ditelepon oleh isteri keluarga dari Pangkep 
sekitar jam 20.00 wita, dia menyampaikan “ tolong dibuka pintunya “, 
kemudian Terdakwa turun buka pintu; 
 Pada malam itu tamu Terdakwa yang datang ada 3 (tiga) orang, yaitu suami 
isteri dan anaknya 1 (satu) orang; 
 Tamu Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pick Up, setelah 
Terdakwa turun dan membuka pintu rumah, isterinya masuk ke rumah, 
sedangkan suaminya dan anaknya tetap di mobil, kemudian Terdakwa dekati, 
Terdakwa di sebelah kiri, tamunya di sebelah kanan, karena posisi mobil 
serong, Terdakwa Tanya “ kenapa tidak masuk ke dalam “, dia 
menyampaikan “ saya lagi buru-buru, saya hanya kasi singgah ikan, saya 
mau terus ke Jalan Tanjung karena saya belum mandi “; 
 Setelah itu ada sekelompok orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang main 
petasan dan kembang api, lalu ada satu orang yang ledakkan petasan pada 
jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari Terdakwa; 
 Terdakwa kaget karena bunyi petasan tersebut, Terdakwa kemudian tegur 
dengan mengatakan “dek kalau bisa kamu pergi sebab saya sedang cerita“, 
akhirnya dia bergeser kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat semula; 
 Tidak lama setelah itu dia buang kembang api ke arah Terdakwa, kemudian 
Terdakwa tegur lagi yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa lanjut ngobrol 
dengan tamunya dan tidak menghiraukan lagi mereka; 
 Setelah itu tidak lama kemudian tamu Terdakwa turun dan naik ke mobilnya, 
selanjutnya pulang, Terdakwa sendiri mendekati penjual terompet dan 
bertanya “ bagaimana..? katanya sepi tidak lama kemudian ada pembeli 
terompet, tidak lama setelah itu sudah banyak orang yang keluar dari dalam 
lorong termasuk anak yang Terdakwa tegur tadi dan Terdakwa tidak kenal 
mereka; 
 79 
 
 yang keluar dari lorong ada yang sudah dewasa, yaitu Eko dan Isterinya serta 
Herman dengan isterinya; 
 Rombongan orang yang dari lorong menuju ke arah rumah Terdakwa, tetapi 
tidak sampai dan Ragiel ada dalam rombongan tersebut; 
 Rombongan tersebut tidak sampai ke Penjual terompet, karena Eko langsung 
pegang kerah baju Terdakwa dan menarik Terdakwa ke Ujung Lorong, 
Terdakwa pada saat itu sempat bertanya “ kenapa kamu perlakukan 
Terdakwa begini “, tetapi mereka tidak ada jawaban, malah isteri Herman 
mengatakan “ tarik masuk sampai ke ujung lorong, nanti di dalam dimassa”; 
 Terdakwa dipukul oleh Herman setelah sampai diujung lorong, Terdakwa 
dipukul oleh Herman sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kosong sampai 
baju Terdakwa robek; 
 Terdakwa tidak mengetahui apakah ada hubungannya Terdakwa ditarik-tarik 
dengan pemukulan Ragiel karena Terdakwa merasa tidak pernah memukul 
Ragiel, Terdakwa hanya menegur; 
 Setelah Terdakwa menegur untuk kedua kalinya anak-anak yang sedang 
bermain, mereka masih terus bermain; Terdakwa mengenal wajah anak yang 
Terdakwa tegur adalah anaknya Saksi pelapor (Herman), yaitu: Ragiel dan 
ada temannya yang gemuk, karena ada lampu penerang jalan; 
 Anak yang melempar kembang api atau petasan ke arah Terdakwa adalah 
Ragiel; 
 Terdakwa tidak pernah memukul Ragiel, terkait dengan adanya Visum et 
Repertum, Terdakwa pernah menanyakan dokternya mengaku dia tulis dalam 
Visum et Repertum itu sesuai dengan keluhan pasien; 
 Pada waktu Terdakwa sedang ngobrol kemudian ada petasan yang meledak 
di dekat Terdakwa, Terdakwa tidak kesal itu hal biasa saja, bahkan sampai 
ada pelemparan kembang api ke arah Terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) 
meter, Terdakwa juga masih merasa nyaman dan tidak memaki-maki anak 
tersebut; 
 Setahu Terdakwa tidak ada anak yang menangis waktu itu dan ketika 
Terdakwa menegur kedua kalinya anak-anak yang bermain, anak yang 
gemuk masih ada; 
 Terdakwa kaget ketika ada ledakan pertama, namun Terdakwa tetap 
menegur dengan santun, karena Terdakwa pikir dia itu masih anak-anak; 
 Terdakwa tidak ada inisiatif untuk pindah ketika sedang ngobrol dengan tamu 
ketika anak-anak main petasan karena tamu Terdakwa waktu itu buru-buru 
dia mau cepat-cepat; 
 Jarak antara rumah Terdakwa dengan ujung lorongkurang lebih 10 (sepuluh) 
meter karena ada antarai 2 (dua) rumah; 
 Terdakwa sudah lama tinggal di rumah Terdakwa saat ini, namun Terdakwa 
tidak mengenal orang-orang yang tinggal di dalam lorong, karena Terdakwa 
lebih banyak tinggal di daerah karena Terdakwa kerja di daerah; 
 Terdakwa masih ingat baju yang Terdakwa pakai pada malam itu, yaitu baju 
hitam ada gambar harimau; 
 Pada waktu Terdakwa menegur anak itu Terdakwa dengan anak tersebut 
berdekatan; 
 Terdakwa tidak memperhatikan apakah Ragiel pada waktu itu masuk ke 
lorong; 
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 Tempat Terdakwa berada dengan penjual terompet terhalang, tetapi tempat 
anak-anak bermain tetap kelihat dari penjual terompet meskipun ada mobil, 
karena mobilnya open cup; 
 Terdakwa pada pukul 23.00 wita ada di Rumah Sakit Bhayangkara bersama 
H. Makmur dan Pak Edison, kemudian ada 2 (dua) orang anggota polisi, 
Terdakwa di Rumah Sakit dari pukul 22.30 wita sampai dengan pukul 23.30 
wita; 
 Setelah Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara, Terdakwa ke Kantor Polisi 
sampai dengan sekitar pukul 03.00 wita (subuh) baru tinggalkan kantor polisi; 
 Sekitar pukul 21.00 wita yang datang ke rumah Terdakwa mengaku sebagai 
Kapolsek menganjurkan Terdakwa untuk melapor ke kantor polisi pada 
malam itu; 
 Pada saat Terdakwa di Kantor Polisi Terdakwa sempat mempertanyakan “ 
kenapa tidak dipanggil orang yang pukul Terdakwa “, kemudian polisi jawab “ 
apa kamu mengenal orang-orang yang pukul kamu “, Terdakwa mengatakan “ 
kalau Terdakwa diantar ke lorong itu, bisa mengenali wajahnya, kemudian 
polisi mengatakan “ kami masih tugas malam pergantian tahun”; 
 
Selain beberapa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, pihak Terdakwa 
juga diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti yang 
dapat membantah tuduhan dari Penuntut Umum, yaitu berupa keterangan saksi dan 
keterangan ahli yang akan diuraikan sebagai berikut: 
a. Keterangan Saksi 
1) William Edison 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Kejadiannya bertempat di Jalan Veteran Selatan pada tanggal 31 
Desember 2014 sekitar jam 21.00 wita dan pada waktu kejadian Saksi 
sedang berada di jalan Usman Jafar, Saksi mengetahui kejadian setelah 
Terdakwa menelepon Saksi; 
 Terdakwa meminta kepada Saksi ketika menelepon Saksi agar Saksi 
datang di rumahnya karena ada kejadian ribut-ribut, kemudian Saksi ke 
rumah Terdakwa; 
 Pada saat tiba di rumah Terdakwa sudah tidak ada kejadian ributribut, 
Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa pak Ridwan”, dia jawab “ saya 
dipukul”, Saksi lihat mukanya bengkak, kemudian Saksi membonceng 
Terdakwa ke Rumah Sakit Bhayangkara sekitar pukul 21.00 wita dan tiba 
di Rumah Sakit Bhayangkara pukul 22.00 wita, 
 Saksi bersama Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara sekitar 1 (satu) 
jam, kemudian Saksi membonceng Terdakwa ke kantor polisi dan 
berpisah dengan Terdakwa pada pukul 03.00 wita (subuh); 
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 Saksi tidak pernah berpisah Terdakwa dari Rumah Sakit sampai di Kantor 
polisi;  
 Saksi tidak melihat langsung kejadiannya yang menyebabkan Terdakwa di 
hadapkan ke persidangan; 
 
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, 
keterangan saksi benar. 
2) H. Muhammad Bin Lauda 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Saksi tidak ada ditempat kejadian pada saat kejadian karena Saksi ada di 
rumah, Saksi mengetahui ada kejadian setelah ditelepon oleh Terdakwa 
sekitar pukul 21.00 wita pada malam tahun baru; 
 Pada waktu Terdakwa menelepon saksi memberitahukan kejadiannya 
mengatakan “ saya dipukul”, lalu Saksi balik bertanya “ dimana kamu 
sekarang” Terdakwa mengatakan “ saya ada di Kantor polisi”, lalu Saksi 
ke sana, dari Kantor Polisi kemudian ke Rumah Sakit Bhayangkara dan 
pulang sekitar pukul 23.00 wita, akan tetapi Saksi tidak balik lagi ke Kantor 
Polisi dan Saksi melihat Terdakwa ketika di Kantor Polisi mukanya 
bengkak; 
 Saksi mengenal Wiliam Edison dan Saksi bersama-sama William Edison 
mendampingi Terdakwa pada malam itu dan yang terlebih dahulu datang 
di Kantor Polisi adalah William Edison dari pada Saksi; 
 Ketika Saksi bertemu Terdakwa di kantor polisi Saksi ada komunikasi 
dengan Terdakwa dengan menanyakan “ kenapa kamu ke polisi”, katanya 
“ saya dipukul” dan Saksi melihat ada tanda-tanda pemukulan Terdakwa 
karena mukanya bengkak; 
 Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa di Rumah Sakit di Visum, tetapi 
yang jelas waktu itu Terdakwa diobati; 
 Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dipukul karena persoalan 
petasan; 
 
b. Keterangan Ahli 
 
Ahli drg. Yunita Gobel 
 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Ahli mulai menjadi dokter gigi sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang 
dan sehari-hari bertugas di Puskesmas; 
 Ahli sebagai dokter gigi tidak pernah ada penambahan kapasitas atau 
pendidikan khusus, hanya praktik harian saja sebagai dokter gigi; 
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 Pada umumnya ada pergantian gigi ke gigi dewasa pada usia sampai 
dengan 13 (tiga belas) tahun; 
 Jumlah gigi anak ada umur 13 tahun, untuk gigi susu 20 (dua puluh) biji 
dan kalau sudah penggantian ke gigi dewasa jumlahnya 32 (tiga puluh 
dua) biji; 
 Gigi yang goyang bisa karena benturan dan bisa juga karena sudah 
waktunya; 
 Kalau gigi susu copot atau jatuh masih bisa tumbuh, tetapi kalau gigi 
permanen tidak tumbuh lagi; 
 Gigi geraham yang berganti ada 2 (dua) biji, kalau gigi geraham lepas 
masih bisa tumbuh, kecuali gigi orang dewasa sudah tidak tumbuh lagi; 
 Kalau gigi susu yang copot butuh waktu agak lama untuk tumbuh dan 
kalau gigi susu sudah ada calon penggantinya, maka gigi itu sudah 
goyang sendiri; 
 Pada usia 13 (tiga belas) tahun atau lebihnormalnya gigi sudah berganti 
semua; 
 Penyebab gigi goyang bisa karena penyakit atau rusaknya jaringan 
penyangga gigi; 
 Penentuan penyebab gigi goyang harus pakai alat, bisa dengan pingset, 
bisa dengan rotgen dan pada umumnya gigi goyang bisa diketahui derajat 
goyangnya dan untuk menyimpulkan penyebab gigi goyang setidak-
tidaknya harus di rotgen; 
 Penyebab gigi lepas karena benturan dengan lepas karena sudah ada 
penggantinya itu kelihatan; 
 Jika setelah 7 (tujuh) hari kejadian masih bisa ketahuan lukannya; 
 Untuk mengetahui gigi goyang secara normal dengan gigi goyang karena 
faktor eksternal harus di ratgen; 
 Kalau gigi susu dewasa tumbuh diusia 11 sampai dengan 13 tahun lalu 
goyang karena benturan kemudian membekas dipipi bekasnya bisa 
bertahan sampai 2 (dua) minggu; 
 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan 
Negeri Makassar dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk 
dan keterangan terdakwa maka Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut 
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan: 
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a. Menyatakan Terdakwa Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau 
penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan; 
c. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
4. Analisis Penulis 
Berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) pengertian 
Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk 
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.1 Sebagai salah satu 
aparat penegak hukum, Penuntut Umum juga diberi wewenang khusus dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 
KUHAP diantaranya yaitu membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan.  
Surat dakwaan merupakan surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari 
hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana 
yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang 
menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.2 Sebagai suatu 
                                                             
1
 Lihat Pasal 1 Poin 2 UU Kejaksaan. 
2
 Yahya Harahap dalam Harun H Husein, 2004, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan 
Permasalahannya, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44. 
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akta surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana. 
Adapun fungsi surat dakwaan yaitu: 
Surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup 
pemeriksaan sidang, hal ini berarti: 
1) Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-
fakta perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat 
dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut; 
2) Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata 
didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta 
yang didakwakan dalam surat dakwaan; 
3) Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan 
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan; 
Sebagai sebuah surat/akte yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di 
persidangan, Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan secara cermat dan 
teliti. Terkait dengan pembuatan surat dakwaan, dalam pasal 143 KUHAP telah 
ditentukan mengenai syarat untuk membuat surat dakwaan yaitu syarat formil, yang 
berkaitan dengan format surat dakwaan berupa tanggal, identitas terdakwa, tanda 
tangan penuntut umum, dan syarat materiil yang berkaitan dengan uraian cermat, 
jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut locus 
dan tempus delicti. Apabila dalam pembuatan surat dakwaan tidak mengikuti 
ketentuan dalam pasal 143 KUHAP terutama syarat materiil maka surat dakwaan 
batal demi hukum. Untuk itulah dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagi setiap 
Penuntut Umum mengenai surat dakwaan agar dalam pembuatannya tidak terdapat 
kesalahan agar surat dakwaan yang dibuat tidak batal demi hukum. 
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Pada kasus ini, Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum secara 
teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP yaitu telah diberi tanggal, 
ditandatangani, berisi identitas terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau 
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan), 
selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak 
pidana tersebut dilakukan. 
Selain persyaratan di atas, satu hal yang penting bagi Penuntut Umum dalam 
membuat surat dakwaan adalah mengenai pemahaman Penuntut Umum dalam 
menerapkan bentuk dakwaan dan Pasal yang akan dicantumkan dalam surat 
dakwaannya untuk menjerat terdakwa. Apabila Penuntut Umum salah dalam 
menerapkan bentuk dakwaan dan Pasal yang mengakibatkan tidak terbuktinya 
unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dalam persidangan maka konsekuensi 
hukumnya adalah terdakwa bebas dari tuntutan hukum (Vrijspraak). Dasar hukum 
dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Jika 
pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.3 Oleh karena itu Penuntut Umum 
diharuskan memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisis sebuah tindak 
pidana agar dapat merumuskan Pasal yang tepat untuk menjerat terdakwa sehingga 
terdakwa tidak dapat lolos dari hukuman. 
Terkait kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak 
dalam Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2015/PN.Mks, Penuntut Umum menggunakan 
dakwaan tunggal. Adapun pemilihan bentuk dakwaan ini oleh Penuntut Umum 
                                                             
3
 Lihat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. 
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adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya tertuju pada 1 (satu) 
perbuatan saja yaitu tindak pidana kekerasan terhadap anak, yang diatur dalam 
Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. 
Mengenai keputusan Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan ini penulis menilai 
keputusan tersebut sudah tepat. 
Sebagaimana diketahui, bentuk dakwaan tunggal adalah satu bentuk dakwaan 
yang di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada 
seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Di sini, dalam berkas perkara 
hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Biasanya, Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan tunggal apabila ia telah yakin bahwa hanya satu perbuatan 
saja yang dilakukan oleh terdakwa dan hanya pasal tertentu saja yang memang 
telah mencocoki rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Apabila 
menyimak kasus ini, terlihat dari uraian kasus yang diuraikan oleh Penuntut 
Umumbahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dimana 
Terdakwa memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian pipi sebelah kiri 
sehingga gigi geraham korban goyang dan di bagian dada. Hal ini jelas 
menunjukkan bahwa hanya satu perbuatan pidana saja yang dilakukan oleh 
Terdakwa, yaitu memukul sehingga tidak terdapat kemungkinan bagi Penuntut 
Umum untuk menggunakan bentuk dakwaan pengganti lainnya. 
Terkait tuntutan Penuntut Umum, dapat dilihat bahwa tuntutan Penuntut Umum 
adalah “Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”. Penulis menilai bahwa 
tuntutan 1 (satu) tahun penjara tersebut kurang tepat. Hal ini karena tindak pidana 
kekerasan terhadap anak ini merupakan suatu tindak pidana yang seringkali terjadi 
dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dalam lingkup keluarga. Meskipun telah 
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dibentuk aturan khusus yang digunakan untuk melindungi anak dari tindak 
kekerasan namun tetap saja kasus-kasus tentang kekerasan terhadap anak, baik itu 
kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan kekerasan seksual masih marak terjadi. 
Oleh karena itu, penegakkan hukum dalam bentuk pemberatan sanksi pidana 
menjadi penting untuk dilakukanagar memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana 
kekerasan terhadap anak. 
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas kepada 
Terdakwa dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam 
Putusan Nomor 1237/Pid.B/2015/PN.Mks 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan 
pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, 
maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan 
masyarakat. 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa Penuntut 
Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat 
bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan. 
 
 
1. Pertimbangan Hakim 
Majelis hakim dalam kasus ini akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta 
hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti dapat 
membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada 
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Terdakwa. Adapun pertimbangan hakim dalam kasus ini akan diuraikan sebagai 
berikut: 
 Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
tunggal yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan anak, berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp72.000.000,00.- (tujuh puluh dua juta rupiah) “, sedangkan 
Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak berbunyi 
“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap 
anak “; 
 Menimbang, berdasarkan bunyi Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76C Undang-
undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, maka bagian inti delik 
(bestanddeel delik) pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai 
berikut: 
Menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan kekerasan Terhadap anak; 
 
 Menimbang, terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
 
Unsur Menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan kekerasan 
 
Menimbang, unsur ini bersifat alternatif artinya untuk terpenuhinya unsure ini, 
perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi keseluruhan unsur ini, akan tetapi cukup 
jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satu di antaranya; 
 
Menimbang, jika unsur ini dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, unsur 
alternatif yang dimaksud adalah melakukan kekerasan, hal tersebut dapat 
disimpulkan dari rumusan surat dakwaan Penuntut Umum yang dikutip berbunyi “ 
…Terdakwa menjadi emosi dan langsung meninju pipi saksi korban sebelah kiri 
sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa kembali meninju bahu saksi Korban 
sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi Korban mengalami luka memar 
pada pipinya serta giginya goyang…”; 
 
Menimbang, tentang unsur ini Penuntut Umum dalam tuntutan pidanatanpa 
halaman berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan unsur melakukan kekerasan atau penganiayaan telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam 
pembelaan pada halaman 32-34 berpendapat unsur melakukan kekejaman, 
kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak 
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sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak sudah tidak dapat dibuktikansecara sah dan meyakinkan 
oleh Jaksa Penuntut Umum; 
 
Menimbang, terhadap perbedaan visi dan versi Penuntut Umum dalam tuntutan 
pidana dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan, Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan nilai dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang terungkap di 
persidangan; 
 
Menimbang, mengenai keterangan Saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan 
bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti Pasal 185 ayat (1) KUHAP menentukan 
“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 
pengadilan“. Keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah 
satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 
dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu, selanjutnya Pasal 160 ayat (3) 
KUHAP menentukan “ sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan 
sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan 
memberikanketerangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya 
“, namun saksi juga dapat bersumpah atau berjanji sesudah memberikan keterangan 
jika pengadilan menganggap perlu (vide Pasal 160 ayat (4) KUHAP; 
 
Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkanbahwa 
keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan 
pengetahuannya dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah 
atau berjanji atau jika pengadilan menganggap perlu bersumpah atau berjanji 
setelah memberikan keterangan; 
 
Menimbang, Pasal 185 ayat (7) KUHAP menentukan keterangan dari saksi yang 
tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, 
namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah 
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain in casu bernilai 
sebagai alat bukti petunjuk menurut Pasal 184 huruf d KUHAP, namun dalam batas-
batas yang sangat sempit; 
 
Menimbang, sekarang akan diteliti dan dinilai keterangan saksi-saksi dalam 
perkara a quo khususnya keterangan Saksi korban Ragiel Satryo Prakoso, Saksi 
Gina Faiza, Saksi Muh. Fahreza Alif yang tidak disumpah baik sebelum maupun 
setelah memberikan keterangan di persidangan karena saksisaksi tersebut belum 
berumur 15 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 171 KUHAP; 
 
Menimbang, meskipun Saksi korban Ragiel Satryo Prakoso, Saksi GinaFaiza, 
Saksi Muh. Fahreza Alif memberikan keterangan di persidangan mengenai suatu 
tindak pidana yang saksi-saksi lihat sendiri, dengar sendiri, Saksi Ragiel Satryo 
Prakoso alami sendiri, akan tetapi karena saksi-saksi tersebut memberikan 
keterangan tidak dibawah sumpah sebelum memberikanketerangan atau bersumpah 
setelah memberikan keterangan, maka keterangannya bukanlah sebagai alat bukti 
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dalam dalam perkara a quo, kedudukan keterangan saksi-saksi tersebut hanya 
dapat menjadi alat bukti sah lainnya in casu petunjuk dalam batas-batas yang sempit 
sekali, dengan syarat bersesuaian dengan keterangan saksi yang diberikan di 
bawah sumpah; Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan apakah keterangan 
Saksi Korban Ragiel Satryo Prakoso, Saksi Gina Faiza, Saksi Muh. Fahreza Alif 
sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah; 
 
Menimbang, keterangan saksi yang disumpah yang sesuai dengan keterangan 
Saksi Korban Ragiel Satryo Prakoso, Saksi Gina Faiza, Saksi Muh. Fahreza Alif. 
keterangan Saksi Herman Fafid Nassa, akan terapi setelah mencermati keterangan 
Saksi Herman Hafid Nassa yang sesuai dengan keterangan Saksi Korban Ragiel 
Satryo Prakoso, Saksi Gina Faiza, Saksi Muh. Fahreza Alif hanya keterangan yang 
menerangkan bahwa saksi melihat pipi anaknya yaitu Saksi Korban Ragiel Satryo 
Prakoso memar kebiruan, namun saksi tidak melihat pada saat kejadian karena 
pada saat kejadian Saksi Herman Hafid Nassa, sedang berada di rumahnya di 
dalam lorong, saksi mengetahui kejadian setelah diberitahukan oleh anaknya yaitu 
Saksi Korban Ragiel Satryo Prakoso “ bahwa ia dipukul oleh orang cina”, sedangkan 
keterangan Saksi Korban Ragiel Satryo Prakoso, Saksi Gina Faiza, Saksi Muh. 
Fahreza Alif tidak sesuai dengan keterangan, Saksi Suardi, Saksi Irwan Cahyadi dan 
Saksi Cahyadi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, 
dengan demikian keterangan Saksi Korban Ragiel Satryo Prakoso, Saksi Gina 
Faiza, Saksi Muh. Fahreza Alif tidak dapat diposisikan sebagai alat bukti petunjuk 
menurut Pasal 184 huruf d KUHAP; 
 
Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaian keterangan Saksi 
Korban Ragiel Satryo Prakoso, Saksi Gina Faiza, Saksi Muh. Fahreza Alif serta 
keterangan Saksi Herman Hafid Nassa dengan alat bukti lain berupa keterangan ahli 
dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris 
Makassar tanggal 07 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad 
Harun dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Makassar yang telah melakukan 
pemeriksaan terhadap Ragiel Satrio pada tanggal 07 Januari 2015, dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut: 
 
Gigi geraham atas goyang sejak tanggal 31-12-2014 pukul 23.00 wita akibat 
benturan, tidak terdapat pendarahan, tidak ada luka lain; 
Kesimpulan: kelainan-kelainan itu terjadi karena kekuatan tumpul; 
 
Menimbang, terhadap persesuaian keterangan Saksi Korban Ragiel Satryo 
Prakoso, Saksi Gina Faiza, Saksi Muh. Fahreza Alif serta keterangan Saksi Herman 
Hafid Nassa dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Makassar 
tanggal 07 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Harun 
dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Makassar yang telah melakukan pemeriksaan 
terhadap Ragiel Satrio pada tanggal 07 Januari 2015 dan keterangan ahli dr. 
Achmad Harun yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban serta ahli 
dr. Mauluddin M, Sp.F dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, 
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
 
 Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Achmad 
dalam membuat Visum Et Repertum tidak melebihikompetensinya sebagai 
dokter umum; 
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 Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokterAchmad 
sesuai dengan keterangan Saksi Korban Ragiel SatryoPrakoso dan Saksi 
Herman Hafid Nassa, akan tetapi keteranganyang termuat dalam Visum Et 
Repertum tersebut merupakanketerangan yang berasal dari Saksi Korban 
dan Saksi HermanHafid Nassa, hal tersebut adalah logis mengingat Visum 
EtRepertum dibuat setelah 7 (tujuh) hari setelah kejadian, dengandemikian 
hasilnya pasti akan berbeda dengan keadaan SaksiKorban pada saat 
kejadian; 
 
Menimbang, dengan demikian meskipun antara keterangan Saksi Korban Satryo 
Prakoso dan keterangan Saksi Herman Hafid Nassa bersesuaian dengan 
keterangan ahli khususnya dr. Achmad Harun serta alat bukti surat berupa Visum Et 
Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris, namun karenaketerangan yang termuat 
dalam Visum Et Repertum tersebut merupakan keterangan yang berasal dari Saksi 
Korban dan Saksi Herman Hafid Nassa, maka keterangan Saksi Korban Ragiel 
Satryo Prakoso dan Herman Hafid Nassa tidak dapat dikualifir telah bersesuaian 
dengan alat bukti lainnya; 
 
Menimbang, dalam perkara a quo saksi-saksi lain khususnya Saksi Suardi yang 
pada pada saat ada di tempat kejadian sejak pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 
23.30 wita dari jarak sekitar 4 meter dari tempat kejadian, selain Saksi Korban 
Ragiel Satryo Prakoso, Saksi Gina Faiza, Saksi Muh. Fahreza Alif termasuk Saksi 
Herman Hafid Nassa tidak melihat kejadian in casu tidak melihat Terdakwa 
melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ragiel Satryo Prakoso, 
 
Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak 
terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap 
Saksi korban Ragiel Satryo Prakoso dengan cara meninju pipi saksi korban sebelah 
kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa kembali meninju bahu saksi Korban 
sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi Korban mengalami luka memar 
pada pipinya serta giginya goyang. Menimbang, demikian pula jika memperhatikan 
dan meneliti secara seksama waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan 
oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu pada pukul 23.00 wita. 
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan 
Saksi Wiliam Edyson dan Saksi H. Muhammad serta keterangan Terdakwa bahwa 
Terdakwa pada waktu tersebut sudah tidak berada di tempat kejadian karena sejak 
21.00 wita Terdakwa sudah ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan 
terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Herman Hafid Nassa dan pada pukul 
22.30 Wita sampai dengan pukul 23.30 wita Terdakwa sudah berada di Rumah Sakit 
Bhayangkara; 
 
Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi 
korban Ragiel Satryo Prakoso dengan cara meninju pipi saksi korban sebelah kiri 
sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa kembali meninju bahu saksi Korban 
sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi Korban mengalami luka memar 
pada pipinya serta giginya goyang, maka Terdakwatidak dapat dikualifisir melakukan 
kekerasan terhadap Saksi Korban Ragiel Satryo Prakoso, dengan demikian unsur ini 
tidak terpenuhi; 
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Menimbang, dengan tidak terpenuhinya unsur melakukan kekerasan,maka 
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan; 
 
 
2. Amar Putusan 
Oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari 
dakwaan tersebut dan biaya perkara dibebankan kepada negara. 
Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 76 C Undang-undang RINomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan anak, Pasal 191 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan: 
MENGADILI: 
1) Menyatakan Terdakwa Ridwan tersebut di atas tidak terbukti secara sah 
danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; 
2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum; 
3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat 
sertamartabatnya; 
4) Membebankan biaya perkara kepada negara; 
 
 
3. Analisis Penulis 
Sebagai ujung tombak terakhir untuk mencapai keadilan hakim memiliki peranan 
yang sangat vital untuk menemukankebenaran dari suatu perkara yang 
ditanganinya. Oleh karena itu untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu 
perkara hakim wajib menelusuri secara cermat setiap rangkaian kejadian atau fakta-
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fakta yang terungkap dalam persidangan agar hakim mampu menghasilkan suatu 
keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.  
Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 
dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Pasal ini memberikan pemahaman bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. 
Apabila di dalam persidangan terrnyata tidak terdapat cukup bukti atau bukti-bukti 
yang dihadirkan dalam persidangan ternyata tidak mampu membuktikan unsur-unsur 
dari pasal yang didakwakan maka hakim wajib memberikan putusan bebas kepada 
terdakwa. 
Pada kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menjadi kajian 
penelitian penulis, berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa majelis hakim 
yang menangani kasus ini menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadapa anak dan 
menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa. Hal yang menjadi dasar 
pertimbangan hakim adalah karena bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan 
tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat menjerat Terdakwa. Hal ini terlihat 
dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keterangan saksi anak yang tidak 
di bawah sumpah yang diajukan dalam persidangan tidak sesuai dengan keterangan 
saksi lain yang di bawah sumpah sehingga tidak mampu meyakinkan hakim. Selain 
itu visum et repertum yang dibuat seminggu setelah kejadian juga tidak mampu 
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memberikan penjelasan secara utuh kepada hakim. Terkait putusan hakim tersebut 
beserta dengan pertimbangannya penulis menilai putusan tersebut cukup tepat. 
Penulis berpendapat bahwa pada kasus ini, faktor yang menyebabkan lahirnya 
putusan bebas dari majelis hakim adalah karena keterangan saksi anak yang tidak 
di bawah sumpah. Mengenai hal ini pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa 
keterangan saksi anak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sudah 
tepat karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. 
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak 
yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat 
memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah di pemeriksaan 
persidangan.4 Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan dalam KUHAP keterangan 
mereka itu tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan tersebut 
dapat dipakai hanya sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam 
penejelasan Pasal 171 KUHAP. 
Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa 
keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, 
tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan 
saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang 
lain. 
Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 Ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa 
keterangan saksi dan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat 
dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang 
dapat menguatkan keyakinan hakim. 
                                                             
4
 Lihat Pasal 171 KUHAP. 
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Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa keterangan dari saksi 
anak yang masih di bawah umur yang tidak dapat diberikan di bawah sumpah 
bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetap dapat dipakai: 
a. Sebagai petunjuk; 
b. Sebagai tambahan alat bukti yang sah; 
c. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. 
Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai 
petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim 
maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana 
telah ditentukansecara limitatif di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang 
dipersiapkan oleh Penuntut Umum dan selanjutnya diajukan ke persidangan 
pengadilan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. 
Dalam hubungannya dengan uraian di atas, M. Yahya Harahap mengatakan:5 
Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai tambahan alat 
bukti yang sah maupun menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk 
harus dibarengi dengan syarat: 
a. Harus lebih dulu ada alat bukti yang sah. Misalnya telah ada alat bukti, 
keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau 
keterangan terdakwa; 
b. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni 
telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah; 
c. Antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut 
terdapat saling persesuaian. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami oleh karena keterangan 
tanpa sumpah tersebut bukanlah alat bukti yang sah maka dengan sendirinya 
keterangan tersebut juga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan oleh 
                                                             
5
M. Yahya Harahap, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPJilid II, Jakarta: 
Buku Bermutu, PT Sarana Bakti Semesta, hlm. 816. 
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karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. 
Meski ketentuan dalam KUHAP telah mengatur demikian, penulis menilai bahwa 
seharusnya hakim pada kasus ini tidak serta merta menggunakan ketentuan 
tersebut. Hakim dalam hal ini harus menelusuri lebihdetail terkait alur dari kasus 
tersebut. Penulis menilai hakim dalam kasus ini memandang bahwa karena 
keterangan saksi anak tidak di bawah sumpah dan keterangan dari saksi anak 
tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi lainnya yang disumpah maka secara 
langsung hakim menyatakan bahwa unsur kekerasan terhadap anak tidak terpenuhi.  
Sebenarnya jika ditelusuri lebih mendalam, dapat dilihat bahwa hakim 
menyatakan bahwa keterangan saksi anak tidak sesuai dengan keterangan saksi 
lainnya karena dalam persidangan saksi lain tersebut mengungkapkan bahwa saksi 
tidak melihat adanya pemukulan terhadap korban. Penulis menilai kata tidak melihat 
itu bisa memiliki dua makna, yaitu pertama, saksi tidak melihat karena memang tidak 
ada peristiwa pemukulan atau kedua, saksi tidak melihat karena memang saksi 
sedang melakukan aktivitas lain pada saat itu sehingga tidak memerhatikan bahwa 
ada peristiwa pemukulan yang terjadi, seperti yang dikemukakan oleh saksi Suardi 
yang menyatakan bahwa saksi tidak melihat ada peristiwa pemukulan karena pada 
saat itu saksi membelakangi rumah terdakwa dan sibuk melayani pembeli. Hal-hal 
kecil seperti inilah yang kurang diperhatikan oleh hakim. 
Selain itu penulis menilai bahwa seharusnya hakim bisa menggunakan logika 
berpikirnya dalam menyelesaikan kasus ini. Hakim seharusnya menggali lebih 
mendalam bahwa sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya pemukulan yang 
dialami oleh terdakwa, karena tidak mungkin terdakwa dipukul tanpa adanya 
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kesalahan yang dilakukannya. Selain itu visum et repertum yang diajukan dalam 
persidangan juga menunjukkan bahwa ada bukti dari akibat pemukulan yaitu gigi 
yang goyang akibat benturan. Namun hal ini juga sebenarnya yang justru 
melemahkan pembuktian untuk menjerat terdakwa karena visum et repertum dibuat 
seminggu setelah kejadian sehingga hasilnya pasti berbeda apabila visum dilakukan 
sehari setelah kejadian. Penulis menilai apabila hakim bisa memerhatikan hal-hal 
kecil seperti ini maka bukan tidak mungkin hasil putusan bisa berbeda. 
Satu hal yang menarik bagi penulis adalah mengenai kekuatan pembuktian anak 
sebagai saksi korban. Jika mengikuti ketentuan dalam KUHAP maka dapat 
dikatakan bahwa kedudukan alat bukti keterangan saksi anak sebagai korban 
adalah sama dengan keterangan saksi anak lainnya, yaitu bukan sebagai alat bukti 
yang sah karena tidak disumpah. Terkait hal ini penulis berpendapat bahwa 
keterangan saksi anak sebagai korban merupakan keterangan yang sangat penting. 
Banyak kasus-kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi seperti 
penganiayaan atau kekerasan seksual terhadap anak dimana saksi yang ada hanya 
saksi anak sebagai korban. Apabila keterangan anak sebagai korban tersebut justru 
diabaikan hanya karena anak tersebut tidak disumpah maka pasti banyak terdakwa 
yang terbebas dari kesalahan. Untuk itulah penulis berpendapat bahwa sebaiknya 
khusus untuk anak sebagai korban, keterangan anak tersebut harus disumpah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan terhadap 
anak dalam putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2015/PN.Mks oleh Penuntut Umum 
pada dasarnya sudah tepat. Bentuk dakwaan dan Pasal yang digunakan 
dalam dakwaan sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah mencocoki 
rumusan dalam Pasal yang didakwakan. Hanya saja, tuntutan Penuntut 
Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dinilai ringan karena tindak 
pidana kekerasan terhadap anak ini merupakan suatu tindak pidana yang 
seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dalam lingkup 
keluarga. Meskipun telah dibentuk aturan khusus yang digunakan untuk 
melindungi anak dari tindak kekerasan namun tetap saja kasus-kasus tentang 
kekerasan terhadap anak, masih marak terjadi. Oleh karena itu, tuntutan 
selama 1 (satu) tahun tidak memerikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. 
2. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan serta menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa jika 
mengikuti ketentuan dalam KUHAP terkait kekuatan pembuktian keterangan 
saksi anak yang tidak disumpah cukup tepat. Namun hakim seharusnya bisa 
menelusuri lebih detail sampai ke hal-hal yang kecil terkait kasus tersebut 
karena bukan tidak mungkin dari hal-hal kecil hasil penelusuran tersebut 
dapar melahirkan putusan yang berbeda dalam putusan Nomor 
1237/Pid.Sus/2015/PN.Mks . 
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B. Saran 
1. Bagi hakim yang menangani suatu kasus, hakim harus dapat menggali 
lebih mendalam terkait kasus yang ditangani agar bisa memeroleh 
kebenaran yang sesungguhnya sehingga dapat melahirkan suatu putusan 
yang dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa. 
2. Bagi korban yang mengalami tindak pidana khususnya tindak pidana 
kekerasan sebaiknya segera membuat visum et repertum yang akan 
diajukan dalam persidangan agar hasil visum et repertum tersebut bisa 
menjadi bukti yang kuat untuk menjerat pelaku tindak pidana. 
3. Keterangan saksi anak sebagai korban adalah keterangan yang sangat 
penting dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana karena anak yang 
mengalami sendiri kejadian tersebut. Oleh karena itu sebaiknya anak yang 
berposisi sebagai saksi korban harus disumpah agar keterangannya bisa 
sebagai alat bukti yang sah. 
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